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BAB I /N
PENDAHULUAN ek,

A. LATAR BELAKANG MASALAH | s

Telah disadari bahwa dalam era glnbalisasi' dewasa
ini pembangunan di segala bidang kian meningkat sejalan
dengan semakin besarnya volume kebutuhan masyarakat dalam
mengarungi aktivitasnya sehari-hari. FPeningkatan sarana
transportasi adalah termasuk bagian dari Kkegiatan pem—
bangunan yang menjadi titik perhatian pemsrintah kota,
bukan disebabkan oleh kurangnya sarana angkutan atau
transportasi akan tetapi yang menjadi perhatian bagi
pemerintah dalah hal ini, adalah ketidakseimbangan ruas
jalan dengan kuantitas kendaraan yang ada dan situasi
seperti ini menimbulkan kesemrawutan di jalan—jalan.

Dalam situasi seperti ini diperlukan peranan
pemerintah di dalam menata dan menerbitkan pembangunan
jalan bagi pemakal kendaraan déngan menyiapkan sarana dan
prasarana parkir guna menghindari kemacetan lalu lintas
kendaraan di jalan.

Khususnya peningkatan pendapatan daerah melalui pe-
mungutan retribusi parkir yang terasa turut menunjang
realisasi pelaksanaan pembangunan daerah, karena melalui
retribusi parkir pemerintah dapat memperoleh income atau
devisa yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembangun—
an. Akan tetapi penataan dan penertiban serta sarana

alokasi parkir yang nampak di Kotamadya Ujung Pandang ini
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masih tergolong kurang sesuail sebagai kota metropolitan
di kawasan Indonesia Timur. Kondisi seperti ini sangat-
lah diharapkan adanya suatu pembaharuvan yang mengarah
kepada perubahan—perubahan di dalam menata alokasi-
alokasi parkir, sehingga pemakai kendaraan merasakan ke-—
ikhlasan memenuhli pembayaran retribusi parkir yang di-
kenakan padanya. Untuk menciptakan perubahan terhadap
pemungutan retribusi parkir yang dianggap layak maka
tidak lain hanya melalui kegiatan koordinasi yang dimulai
dari proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pe-—
laksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Meningkatnya kepadatan kendaraan sekarang ini dalam
berbagai bentuk dan aktivitasnya, mendorong pula pening-—
katan hasil pencapaian pemungutan retribusi parkir dengan
melakukan berbagai upaya, dan salah satu upaya'éémerintah
yaitu melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan swasta,
hal inilah yang menjadi dasar pemikiran dalam pelaksanaan
koordinasi pemungutan retribusi parkir ke arah pencapaian
sasaran dan tujuan yang diinginkan. Dasar pemikiran ter-—
sebut sangat penting karena semakin berkembangnya
kebutuhan akan alokasi parkir, maka akan timbul pula ber-
bagai masalah yang akan dihadapi terutama terhadap kerja-
sama dengan pibak swastanisasi.

Berdasarkan alasan ini, maka tiada keputusan lain
dalam usaha pencapaian sasaran dalam pelaksanaan pe-—
mungutan retribusi parkir kecuali mendasarkan diri pada

faktor kondisi dan situasi dengan memperhatikan hasil
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riset atau hasil studi kelayakan yang secara administra-—
tiT dalam mengambil keputusan merupakan prosss yang cukup
strategis nilainya.

Felaksanaan pemungutan retribusi parkir yanag
senantiasa didasarkan pada konsep perencanaan sebagai
pola dasar pelaksanzaan rencana-rencana yang telah di-
susun, sangatlah mendasar sitatnya vyang Jjustru akan
menantukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai dan
sedikitnya dapat melancarkan pelaksanaannya. Disinilah
peranan koordinasi dalam pelaksanaan rencana pemungutan
retribusi parkir dengan pihak swasta, ia merupakan sarana
yang ampuh untuk menopang usaha menuju suatu keberhasilan
yang diidam—idamkan. Ketertiban dan keamanan yang di-
harap kan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir
hanya akan mungkin dapat dicapai melalui implementasi
koordinasi secara tepat.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh pihak
swasta vyang baik dan lancar sangat dipengaruhi oleh
koordinasi vyang tepat berdasarkan berbagai tinjauan
dengan mempertimbangkan beberapa aspek pula : seperti
penataan akan ketertiban dan keamanan yang dapat dianggap
layak bagi pemakai kendaraan disamping pertimbangan-—
pertimbangan yang bersifat kondisional, baik yang
menyangkut tentang tuiuvan yang akan dicapai, perubahan-—
perubahan apa yang mungkin timbul, maupun tentang masalah
masalah apa yang mungkin muncul akibat perubahan vyang

timbul, kesemuanya ini menjadi indikasi penting vyang



perlu diperhatikan dalam suatu pelaksanaan koordinasi
agar suatu pelaksanaan program dapat mencapai tujuan yang
diharapkan dengan sebsaik-baiknya.

Dari pertimbangan—-pertimbangan tersebut, maka di
dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir khususnya
pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kotamadya
Ujung Pandang yang telah menjadi sasaran penulis dalam
pembahasan skripsi ini, sangatlah dituntut kemampuan dan
kejelian dalam pembahasannya. Kemampuan yang dimaksud di
sinli ialah bagaimana penulis menyampaikan wawasan—wawasan
pemikiran yang dapat mengurangi atau memecahkan maszalah
yang dihadapi pemerintah Daerah Tingkat II Entamadya
Uijung PFandang dalam pencapaian target hasil pemungutan
retribusi parkir. Sedang mengenai kejelian dimaksud ialah
penulis dituntut agar fakta atau informasi yang merupakan
data-data pelaksanaan pemungutan retribusi parkir baik
oleh PT. Furina maupun oleh Kantor Dipenda Tk. II Ujung
Fandang, sebelum dibahas ke dalam skripsi ini terlebih
dahulu dianalisa meng=nai bsnar tidaknya informasi ter-—
sebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka
penulis merasa tertarik untuk mencoba menslusuri dan
memahami kenyataan yang terjadi di dalamnya, khususnya
menyangkut tentang pelaksanan pemungutan retribusi parkir
oleh pihak swasta dengan mengambil sebuah judul :

"FENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTAMADYA UJUNG

FPANDANG" .



B. PEMBATASAN DAN RUMUSAN MASALAH g

Sebagaimana diketahui bahwa dalam permasalahan vyang
dibahas dalam skripsi ini adalah keterlibatan pihak
swasta dalam penanganan pemungutan retribusi  parkir,
sehingga untuk menuniang kelancaran pelaksanaannya di-
butuhkan suatu pengolahan yang didasari pertimbangan—
pertimbangan dengan kondisi dan situasi yang ada sepertis
proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan peng—
awasannya serta kemampuan aparat itu sendiri.
Dari uraian tersebut penulis merasa perlu pembatasan
dalam pembahasan skripsi ini yaitu mengenai pelaksanaan
pengelolaan retribusi  parkir Kotamadya Ujung Pandang
dengan berupaya mencari pemecahannya agar pelaksanaan
pemungutan retribusi parkir dapat mencapai tujuan dan
Sasarannya.
Bertitik tolak pada batasan masalah tersebut di
atas, maka adapun masalah yang akan diteliti di sini,
adalah =
1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan antara Dipenda
Tk II Ujung Pandang dengan PT. Purina dalam pesmungu-
tan retribusi parkir di Kotamadya Ujung Pandang.

2. Apakah pesngelolaan PT. Purina dengan Dipenda Tk. II
Ujung Pandang, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi
parkir berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya®?



3. Apakah yang manghambat pelaksanaan pengelolaan antara

Dipenda Tk.II Ujung Pandang dengan PT. Purina Ujung

Fandang dalam pena=lolaan pemungutan retribusi  parkir

di Ujung Pandang.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. T3 aan

=1

Untuk memperoleh informasi tentang sesjauhmana
pengelolaan yang mencakup 3 Proses perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan ter—
hadap pemungutan retribusi parkir di Kotamadya
Uiung Fandang.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengeloaan dan
pengawasannya vyang diterapkan Dipenda Tk. II
Uijung Pandang dan PT. Purina Ujung Pandang dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota-
madya Ujung Pandang.

Untuk mengetahui pencapaian sasaran dan target
pemungutan retribusi parkir yang telah ditetap-—
kan oleh Dipenda Tk. II Ujung Pandang dan

PT.Purina Ujung Fandang.

2. Kegunaan

a.

Diharapkan sebagai input dan menjadi bahan per-
timbangan dalam memantapkan kemampuan aparat
terhadap pengelolaan pemungutan retribusi parkir

di Kotamadya Ujung Fandang



b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbanoan dalam
menciptakan iklim kerjasama yang baik terhadap
pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota-—
madya Ujung Fandang.

€. Diharapkan sebagai kerangka pemikiran dalam pe-
nyusuG;n rencana/program pemungutan retribusi
parkir di Kotamadya Ujung Fandang pada masa akan

datang.
D. METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan skripsi ini oleh penulis mengguna-
kan metode penelitian survey, yang dimaksud metode
pene@itian survey di sini karena penslitian dilakukan
dengan menggunakan daftar guestioner dengan interview,
dan data diperoleh melalui kelompok-kelompok yang dipilih
secara hati-hati, dimana kelompok-kelompok tersebut di-
Jadikan sampling yang dapat mewakili kelompok yang lebih
besar.

Dalam penelitian ini selain menggunakan metode
survey memperhatikan pula metode penelitian lainnya,

seperti :
1. Jenis Penelitian

Adapun Jjenis penelitian yang digunakan adalah
jenis penelitian diskriptif dengan maksud penulis me-—
maparkan data-data yang relevan dengan masalah yang di

bahas. Untuk itu penulis mengumpulkan data melalui




beberapa tahap. dan setelah data/informasi tersebut
\ ; v

R

\ -
terkumpul ditarik suatu kesimpulan dari hagil analisa

yang diperoleh.
Populasi dan Sampel

Fopulasi dalam hal ini adalah seluruh aparat
Dipenda Tk. II Ujung Fandang dengan Karyawan FPT.Furina
Ujung Pandang. Sedang yang dijadikan sampel adalah
sebagian dari populasi. Agar dalam penelitian ditemu-
kan generalisasi yang bersifat umum, maka penslitian
perlu menarik sampel dengan terlebih dahulu menentukan
populasi.

Adapun cara penarikan sampel yang digunakan akan
dilakukan dengan teknik "Random Sampling" yang dapat
dijelaskan sebagai berikut :

Cara vyang ditempuh dalam penentuan sampel di
sini dilakukan dengan cara undian, vyang terlebih
dahulu mengacak kemudian menarik sampel sebanyak yang
diperlukan. Agar penentuan suatu sampel tidak meragu-
kan maka peneliti terlebih dahulu menentukan populasi

sebagai berikut :



TAREL 1
KEADAAM JUMLAH APARAT/EARYAUWANW DIPEMDA TkE. II

DAaM FT. FURINA UJUNMG FAMDAMG

Jenis kKelamin

Mo. | Unit — Unit ; 1 Jumlah
i : L : F ]
- i Dipenda Tk. II UP H 105 H 49 154
2 i PT. Purina UF ! 321 1 9 r 230
OoFam L e : 4246 / S8 | 48B4

Sumber Data :@: Kantor Dipenda Th., II Ujumg Pandang, Dan
PT. Furina Ujung Pandang, 19%6.

Farena besarnya jumlah populasi vang ada, maka agar
zampel sedzapat mungkin reirensentatif terhadap populasi,
penulis menggunakan pendpat sebagai berikut :

"Bila populasi cukup homogen terhadap populasi  di

bawah 100 dapat dipergunakan sampel sebesar 50 4 dan

di atas 100 sebesar 15%. Untuk menjamin ada baiknya

sampel selalu ditambah sedikit lagi jumlah matematis
tadi" (Winarrmo Surachmad, 1978 : 21).

Oleh karena populasi penelitian berjumlah 48B4 orang
(484 » 100), maka ditetapkan sampel 15%. Dengan demikian
sampel ditetapkan sepsrti di bawah ini :
484
— ¥ 18 L = 72,86 atau 73
100
Untuk menarik sampel dari jumlah kelompok populasi  ter-—

sebut, ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai

berikut =
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Keterangan : \ e

Nk = Jumlah aparat/karyawan berdasarkan
kelompok unitnya.
F = Jumlah aparat/karyawan secara ke-—

seluruhan.

s Sampel Total (15% dari populasi = 73)
Dengan demikian dapat ditetapkan sampel setiap kelompok

seperti di bawah ini :

154

a. N = X 73 = 23,2 atau 23T orang
484
I30

b. N = ¥ 73 = 43,7 atau 50 orang
484

Dari hasil rumusan tersebut di atas, diperoleh sampel
dari masing—-masing kelompok, yaitu :
TABEL 2

KEADAAN SAMFPEL MENURUT KELOMFOK

No. | Unit - Unit ' Fopulasi i  Sampel
i. | Dipenda Tk. II UP : 154 H 23
2. 1 PT. Purina UF H 330 . SQ

iy Jumlah : 484 H 73

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Agustus 1996



3.

Tehnik Pengumpulan Data ‘u:;g,;ﬂ

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik
pengumpulan data sebaoail berikut :
a. Observasi (Fengamatan)
Dalam’ hal ini penulis melakukan penelitian dengan
secara langsung mengadakan pengamatan di lapangan
tentang masalah yang sehubungan dengan pembahasan.
b. Interview (Wawancara)
Fengumpulan data di sini, penulis mengumpulkan data
dengan cara melakukan wawancara langsung kepada
responden yang dianggap dapat memberikan data-data
serta informasi yang relevan dengan pokok pembahas-
an dalam skripsi penulis. Dalam pengumpulan data di
sini penulis menggunakan pula daftar pertanyaan

atau gquestioner.
Tehnik Analisa

Setelah data dari hasil angket telah terkumpul,
maka data tersebut kemudian dikuantitatifkan dengan
memberi bobot masing-masing jawaban dengan nilai 1
{satu) dari setiap indikator pertanyaan (angket).
Adapun tehnik yang digunakan untuk mengukur ssjauhmana
hasil angket yang diperoleh penulis merumuskan sebagai

berikut :
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Na
X 100 %
S
Keterangan : Na = Jumlah jawaban informan dari se-

tiap pertanyaan yang telah disiap-
kan (angket).
S = Jumlah sampel total (15 % dari

populasi = 73 orang).
Pari hasil rumusan yang diperoleh melalui angket
tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil
data dan informasi yang diperoleh melalui observasi
guna mendapatkan gambaran tentang sejauhmana pelaksana
an pengelolaan pemungutan retribusi parkir melalui PT.

Purina Kotamadya Ujung Pandang.
SISTIMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan skripsi ini jelas bagi setiap
pembaca, maka penulis mengemukakan sistimatika penulis
an sebagai berikut = '

BABR PERTAMA : Diuraikan tentang pendahuluan yang
terdiri dari latar belakang masalah,
pembatasan dan rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, metode pensliti
an, tujuan dan kegunaan penelitian,

metode penelitian, serta sistimatika

penulisan.




BAB

KEDUA

BAR KETIGA

BAB KEEMPAT

BAR

KELIMA

Dalam pembahasan ini diuraikan tentang
tinjauan pustaka mengenai beberapa
pengertian tentang koordinasi dan  peng-—
ertian retribusi, proses kebijaksanaan
retribusi parkir, struktur organisasi
pemungutan retribusi parkir antara
Dipenda Tk. II Ujung Pandang dengan
PT. Furina.

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran
umum daerah penelitian yang terdiri dari
keadaan aparat pelaksana pemungutan
retribusi parkir baik dari Dipenda Tk.
IT Ujung Pandang maupun dari PT. Purina,
Struktur Organisasi, Sarana dan
Frasarana parkir, serta lokasi daerah
parkir.

Dalam bab ini merupakan inti pembahasan
yaitu mengenai pengumpulan data vyang
meliputi ;3 pengeloaan rencana pemungutan
retribusi parkir, pemungutan pelaksanaan
retribusi parkir, pengendalian dan peng-—
awasan pemungutan retribusi parkir,
serta hambatan—-hambatannya.

Sebagai kelengkapan pembahasan skripsi
ini, diuraikan pula kesimpulan dan
saran—-saran mengenail pelaksanaan
pemungutan retribusi parkir di Kotamadya

Uiung Pandang.
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BAB I1I

TINJAUAN PUSTARKA

BEBERAPA PENGERTIAN

Dalam pesmbahasan skripsi atau suatu karya ilmiah
untuk memecahkan suatu masalah perlu landasan teoritis
sebagai landasan berfikir, olehnya itu pembahasan

skripsi ini diuraikan beberapa pengertian tentang :

Pengertian Koordinasi

Secara sederhana koordinasi dapat diartikan
sebagai suatu usaha dari beberapa atau kelompok vyang

berupaya secara teratur untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Geoge R. Terry (1988 : 113) koordinasi
adalah =

"Suatu usaha yang sinkron/teratur untuk menyedia
kan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan
pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan
yang seragam dan harmonis pada sasaran  yang
telah ditentukan". (disadur oleh Achmad Umar
"Fengantar Administrasi & Management").

Sedang BRintoro Tiockroamidjojo (1988 : 199)
mengemukakan bahwa koordinasi dalam pemerintahan dapat
dirumuskan sebagai :"Suatu fungsi aparatuwr pemerintah-
an untuk memadukan (Mengintegrasikan) serta menyerasi-
kan dan menyelaraskan sebagai kepentingan dan kegiatan
yvang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah
dan waktunya, dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran bersama yang akan dicapai'.



ey
.
LV

Melalui pengertian tersebut di atas,!daﬁat

*
2"

kemukakan bahwa koordinasi adalah suatu fkél puan
menata hubungan kerja sama dalam pencapaian tujuan.

Fendapat lain mengenal pengertian koordinasi,
AW, Widjaya mengemukakan (1987 : 28) Koordinasi
merupakan  hubungan kerja sama team work yang baik.
Team dan kerja sama yang baik akan mencapai sasaran
yang baik pula.

Dari rumusan—-rumusan tersebut di atas, diperoleh
temuan—temuan bahwa koordinasi merupakan salah satu
aspek dari bimbingan yang bertujuan mencapai dan
menjamin keharmonisan, keserasian, keselarasan dan ke-
seimbangan di dalam rangka kerjasama. Koordinasi ber-
sifat wvertikal dan bersifat horizontal, koordinasi
bersifat vertikal adalah keterpaduan (integrasi)
sedang koordinasi bersifat horizontal adalah sejajar
dan setaraf, dari kedua sifatnya inilah koordinasi
patut diperhatian terutama bagi seseorang yang
memiliki fungsi sebagai administrator, organisasi dan
manajer.

Salah satu aliran yang dianggap dapat membantu
dalam pencapaian tujuan pelaksanaan koordinasi adalah
dengan mengandalkan aliran sistem yang memandang suatu
organisasi sebagai tatanan yang kompleks dan dinamis
dari unsur—unsur yang saling terikat, yakni semua

unit-unit terlibat dipandang sebagai unsur—-unsur

input, proses, output, saluran feedback, dan lingkung-—
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an  tempat unsur-unsur tersebut beroperasi. Anggapan
dari aliran sistem ini ialah mengemukakan bahwa suatu
perubahan dalam satu unsur, akan mengakibatkan per-—
ubahan pada unsur yang lain. Keterjalinan dan keter-—
ikatan tersebut cenderung meniadi kompleks dinamis,
dan seringkali tidak diketahui. Oleh karenanya ketika
pimpinan Unit-unit membuat keputusan yang hanva me-—
libatkan satu unsur saja tidak disadari akan membeari-
kan pengaruh pada seluruh unsur dalam organisasi
tersebut. 0leh karenanya suatu organisasi dapst di-
anggap sebagai multidimensi dan asumsinya mangenai
hubungan sebab akibat dalam organisasi, sebagai proses
interaksi yang dinamis diantara unsur-unsur organisasi
merupakan sistem vyang adaptive dan jika berkemauan
untuk hidup maka harus mau menyesuaikan dengan per-
ubahan yang ada dalam lingkungan, sebagai pengertian
umum koordinasi yaitu kemampuan menata hubungan kerlja

sama dalam pencapaian tujuan.

Pengertian Retribusi

Selain pajak daerah, retribusi juga merupakan
sumber pendapatan daerah yang cukup besar artinya
untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah dan
kepada penduduk tertentu dikenakan beban pemungutan
retribusi. Oleh karena itu pemungutan retribusi perlu
diatur berdasarkan pemungutan retribusi daerah yana

ada pada tingkat daerah yang diatur dalam FPeraturan
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Daerah (PERDA) yang telah mendapat pengesahan terlebih
dahulu dari pihak berwenang.

fetribusi merupakan pembayaran vang dilakukan
“epada negara atau dzerah dan pembayaran itu mendapat
prestasi kembali atau jasa timbal yvang tidak langsung
cdari pemerintah, misalnya retribusi pasar, terminal
bis. tempat parkir dan sebagainya.

Retribusi sebagsai sumber pendapatan negara atau-—
pun daerah menurut Rachmat Soemitro (1957 : 153
"Retribusi ialah pembayaran kepada negara vyang di-
lakukan oleh mereka yvang menggunakan jasa—-jasa negara”

Sedang menurut W.J.S. Foewadarminta (1984 : B822)
Retribusi ialah "Pengembalian, penggantian kerugian,
pemungutan uwang oleh pemerintah (kotapraja) sebagai
balas jasa.

Melalui pengertian tersebut, dapat dikemukakan
bahwa retribusi merupakan pungutan negara atau daerah
sebagal pembayaran pemakaian karena memperoleh jasa
pekerjaan yang diberikan oleh negara atau daerah atau
adanya imbalan langsung kepada pembayar, dan dalam
hal=hal tertentu retribusi digunakan untuk suatu
tujuan tertentu tetapi dalam banyak hal, retribusi
tidak 1lebih dari pengembalian biaya yang telah di-
keluarkan pemerintah untuk memenuhi permintaan anggota

masyarakat.
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B. PROSES PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR

Keberadaan pungutan retribusi parkir, dilandasi
oleh pungutan retribusi dasrah yang telah diatur dalam
Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Fer-
aturan Umum Retribusi Daerah yang merupakan ketentuan
dan pedoman daerah untuk mengelola dan memungut
retribusi daerah termasuk pemungutan retribusi parkir.

Dalam Undang-Undang tersebut dikemukakan
retribusi daesrah seperti yang tercantum dalam pasal 2
ayat (1), sebagai berikut :

"Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh

jasa pekerjaan, usaha atas milik daesrah, bagi

yang berkepentingan atau karena jasa yang di-

berikan oleh pemerintah daerah". (1957 : 15).

Jadi retribusi daerah diberikan pembatasan
besarnya pungutan yang dilakukan oleh daerah dan tidak
boleh terlalu tinggi guna menjamin suatu keuntungan
yvang layak bagi suatu daerah, artinya pelaksanaannya
bersifat ekonomis dan merupakan pungutan vyang pada
umumnya sifat budgetairnya tidak menonjol.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Darurat Nomor
12 Tahun 1957, dan dengan sejalan perkembangan dan
kemajuan pembangunan yang semakin pesat erat sekarang
ini, kebijakan-kebijakan semakin dibutuhkan pula guna
menciptakan ketertiban di dalam berlalu lintas yang

semakin tahun semakin padat, maka pemerintah daerah

merumuskan suatu kebijakan dalam mengatur dan me-
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nertibkan para pengendara kendaraan dengan menetapkan
FPeraturan Daerah Nomor & Tahun 1993 dan pada Tanggal
27 (Oktober 1994 diterbitkan Surat Keputusan Walikota
Kotamadya Ujung Fandang Nomor 9&87/5/KEF/S5351.21/94,
tentang ketentuan perparkiran yvang rumusannya sebagai
berikut :

"Fasal (1) 3 Tempat parkir ialah tempat memarkir
kendaraan untuk sementara dengan menggunakan jalan,
peralatan parkir, lingkungan parkir, gedung parkir
vanyg ditentukan oleh Kepala Dasrah sesbagai tempat
parkir".

"Pasal (12) : Setiap pengemudi kendaraan yang
menempatkan kendaraannya disuatu tempat parkir/gedung
parkir/ peralatan parkir wajib membayar retribusi atau
sewa parkir serta mematuhi semua rambu-rambu untuk
tanda lain / petuniuk yang terpasang yang diberikan".

"Pasal (1&) ; Pengelolaan gedung parkir dan per-—
alatan parkir swasta yang memungut sewa diwajibkan
mambayar setoran kepada Femerintah Daerah sejumlah 285%
{dua puluh lima persen) dari nilai nominal karcis yang
bersangkutan. Dan kepada pemilik kendaraan dimaksud
diktum kedua dikenakan retribusi :

Bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih sebesar
Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) setiap bulan. Dan
bagi kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp. 6.000,-—

{enam ribu rupiah) setiap bulan®.




Bertitik tolak pada Peraturan Daerah tersebut di
atas, maka retribusi daerah termasuk retribusi parkir
merupakan sumber pendapatan daerah yang diminan dalam
membiayail urusan rumah tangaga daerah, sehingga
pengelolaannya perlu diatur secara intensif dengan
maksud agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam
pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung
Jawab.

Sejalan dengan itu kewenangan untuk menggali
sumber-sumber pendapatan daerah sangat ditunjang oleh
Undang-Undang No. S Tahun 1974, dimana dalam penjelas-—
an umum tentang keuangan dasrah dinyatakan sebagai
berikut :

"Agar supaya daerah dapat mEngurus rumah
tangganya sendiri dengan ssbaik-baiknya, maka
kepadanya perlu diberikan sumber—sumber pam—
biayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak
semuanya sumber pembiayaan dapat diberikan
kepada daerah, maka daerah diwajibkan menggali
sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku".

Kewenangan ini dapat berarti bahwa daerah ber-
kesemaptan meningkatkan pendapatan daerahnya dari
sumber yang telah ada, demikian pula berpeluang untuk
menggali sumber-sumber pendapatan daerah baik dari
segi obyek atau subysk suatu pungutan yang sudah ada

maupun perluasan jenis obyek suatu sumber pendapatan

yang telah berlaku.
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W,

Dalam kaitannya antara pemungutgp‘ﬁfﬁ;tribusi
parkir dengan peningkatan pendapatan _ﬂa;;gﬁf,ﬁgngat
erat, dimana keberadaan retribusi parkir;;%égfujuan
sebagal peningkatan dan perluasan pendapatan daerah
agar penyelenggaraan pembangunan dapat semakin ber-
kemﬁang dan meningkat.

Keberhasilan pembangunan bukan semata-mata
ditentukan oleh pemsrintah saja. tetapi keikutsertaan
masyarakat di dalamnya sangat menentukan. 0leh karena
itu salah satu fungsi lain dari pemerintah adalah
meEnumbuhkan partisipasi masyarakat. Keikutsertaan
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
merupakan perwujudan dalam memenuih kewajibannya
dengan sukarela membayar pajak, retribusi dasrah dan
pendapatan lainnya untuk kepesntingan pambangunan
daerah yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh
masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian peranan pajak daerah dan
retribusi menjadi sangat penting dan menentukan
peningkatan pembangunan daerah, karena pungutan ter-—
sebut merupakan sumber pokok bagi dasrah namun  yang
perlu pula diperhatikan pemerintah mempunyai ke—
sanggupan untuk menyelenggarakan pemungutan retribusi
tersebut dengan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam

partisipasi masyarakat melaksanakan pembangunan.




C. MEKANISME KERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI FPARKIR TER-

HADAP PT. PURINA

Mekanisme koordinasi pada proses pengusulan  proaram
atau rencana pemungutan retribusi parkir oleh PT. Purina
yaitu dari Pemarintah Dasrah me2lalul Kepala Dinas FPen—
dapatan Daerah (Dipenda) Kotamadya Ujung Pandang. vang
sacara operasional menjadi tanggung Jawab pimpinan
perusahaan PT. Purina Ujung Pandang maka demikian pula
dalam struktur pengelolaan pemungutan retribusi  parkir
melibatkan Dinas—Dinas Daerah dengan Unit—unit keria
PT. Purina secara opsrasional dimulai dari tinagkat bawah,
sebagai berikut :

a. Jukir (Juru Farkir)

. BRagian QOperasional

c. Seksi Umus

d. Supervisi

&. Direksi sebagal pimpinan Ferusahaan

T. Pemda Tingkat II Ujung Pandang melalui Dinas—

Dinas Daerah yang bersangkutan (Dipenda dan Sie
Retribusi)

Di samping tingkat pemerintah yang telibat, maka

peran serta masyarakat tidak lepas pula dari orientasi

kelancaran dan peningkatan pemungutan retribusi parkir

guna meningkatkan pembangunan daerah dengan memantaatkan




hasil pendapatan daerah utamanya masalah pembiayaan
pembangunan, untuk jelasnya menganai struktur koordinasi
pamungutan retribusi parkir, dapat dilihat sebagsai

berikut =2
MEKANISME KERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI FARKIR

PEMDA
VAL IKOTAMADYA
TE: II. UP e ]
v
DIPEMDA
BP. PERPARKIRAN
FT. PURINA
DIREKTUR !
 — E
4 v
—» Sie. UMUM
SUPERVISI
—> | KABAG. OFS
) JUKIR
Keterangan :

—_— ->» : Baris Bimbingan

4
LLJ

Garis Arus Laporan

L > : BGaris Fengawasan
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Melihat bagan struktur pengeloclaan pemungutan
retribusi parkir (hal. 23), maka koordiansi sangat

penting dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir,
karena mencakup semua usaha kegiatan penyusunan suatu
rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta
pengawasan dan pengendalian usaha yang dilaksanakan.

Dari wuraian di atas, dapatlah dikemukakan bahwa
koordinasi dalam usaha pelaksanaannya perlu suatu pemi-
kiran yang rasional dari berbagai unsur terkait untuk
menentukan kebijsksanaan—-kebijaksanaan vyang akan ==
lakukan.

Sebagaimana Soekarni K. (1988 : 114) dalam buku
Fengantar Administrasi dan Management Saduran Achmad
Umar, mengemukakan koordinasi adalah :

"Usaha—-usaha/kegiatan-kegiatan tiap pejabat pimpinan
dalam setiap tingkatan hierarchi untuk menghimpun/s
mengarahkan/menjuruskan kegiatan orang-orang (para
spasialis), uang, material (bahan-bahan), metode—
aetode, mesin—mesin serta sumber lainnya yang ada
pada organisasi demi tercapainya tujuan dari pada
arganisasi itu.

Dengan usaha—usaha sesual defenisi tersebut dapatlah
diartikan bahwa kegiatan pengelolaan perumusannya perlu
pertimbangan dari berbagai asfek, baik asfek eskonomi
maupun sosial secara menyeluruh, seperti halnya dalam
panyusunan suatu rencana, program kegiatan, pelaksanaan
serta pengawasan dan pengendaliannya sebagai bagian dari
proses kegiatan pengelolaan pemungutan retribusi  parkir.

Berdasarkan usaha—usaha dalam kegiatan koordinasi yang
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dikemukakan oleh Soskarni bila dibandingkan derngan /proses
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Uiung Pandang dengan FT. Purina, sangat hesa“;;ﬁerﬁﬁgnnya
di dalam merumuskan rencana kegiatan—kegiatan yang akan
dilaksanakan para pimpinan unsur terkait, bahkan usaha-—
usaha dalam koordinasi yang sangat pulsa berperan ialah
aganya usaha untuk menghimpun, meEngarahkan serta men—
Juruskan kegiatan orang-orang menurut spesialisasinya,
dimana dalam kondisi sekarang ini kurang diperhatikan dan
diperhitungkan karena kuatnya gesekan budaya approach dan
pemanfaatan kesempatan yang dimiliki sebagian penguasa.
Demikian pula usaha-usaha yang dilakukan dalam kegiatan
koordinasi yaltu menghimpun dan mengarahkan keuangan.
material yang dimiliki organisasi atau unit-unit terkait
demi tercapainya tujuan organisasi bersangkutan. BRila
usaha-usaha yang terkandung dalam defenisi koordinasi ini
dapat dirumuskan dalam pelaksanaan koordinasi pemungutan
retribusi parkir, maka besar harapan pencapaian sasaran
dan target yang telah ditetapkan akan tercapai dengan
baik.

Usaha—-usaha yang dimaksudkan dalam kegiatan pengelolaan
dapat dikatakan demikian karena bila melihat mekanisme
kerja pemungutan retribusi parkir antara Dipénda Tk. IIX
wiung Fandang dengan FT. Purina, yaitu dilakukan dengan

melibatkan mulai dari satuan unsur pengelolah/ perusahaan




perusahaan yang paling bawah mengumpulkan data informasi
remudian diusulkan ke tingkat atas mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan program-—program yang akan dilakukan,
agar program dapat diterima oleh satuan kerja, serta

masyarakat sendiri.




BAR III

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Obyelk penelitian yang diambil pesnulis  adalah pada
wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung FPandang, vyaitu
pada Kantor Dinas Fandapatan Daerah (DIFENDA) Tingkat II
Uijung Pandang dan pada Perusahaan Swasta (FT. FURINA)
Ujung Fandang. Untuk mendapatkan gambaran 1lebih jelas
tentang daerah penelitian dimaksud dapat digambarkan

sebagai berikut :

A. KEADAAN APARAT PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Aparat (Fegawai dan karyawan) adalah pelaksana tugas
pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan pada PT. Purina
dari segi fisiknya maupun dari segi materilnya, dalam hal
ini aparat adalah manusia biasa yang mempunyai keter—
batasan fikiran, waktu, tenaga, dan 1lain-lain. Dengsan
‘kReterbatasan yang dimilikinya agar dapat melaksanakan
tugas-tugas yang berhasilguna dan tepatguna tantu di-
perlukan usaha—-usaha peningkatan kemampuan khususnya
dalam pengelolaan pemungutan retribusi parkir sebagai
salah satu pendapatan asli daerah Kotamadya Ujung
Fandang.

Adapun keadaan aparat/karyawan pelaksana struktur
koordinasi pemungutan retribusi parkir dalam hal ini
aparat Dipenda Tk. II Ujung Pandang dan karyawan

PT. Purina Ujung Pandang adalah sebagai berikut :




TAREL 3

YEADAAN APRAT DIPENDA TK. II. UJUNG PANDANG
MENURUT KEDUDUKANNYA
TAHUN 199&

: Aparat I jumlah
Mo | Kedudukan : :
‘ ' L : F :

. Tata Usaha . 29, i 15 V40
2. |Ferencanaan & Pengendalian| 18 2 i 20
2. (Fenagihan v o 4 28
4. (Pendaftaran/Pendataan i 16, 7 ) 25
S. (Fenetapan i 14 | 9 23
&. (Pembukuan, Felaporan ' s A 12 T 24

+ J u mpaTh ' 106 | 49 =155
Sumber data : Kantor Dipenda Tk. II Ujung Pandang. 1996

TABEL. 4

KEADAAN AFPARAT DIPENDA TK. II UJUNG PANDANG
MENURUT PENDIDIKANNYA

TAHUN 1936

No | Pendidikan abh-psa roat
1. | Sarjana S.1 / I3 orang
2. | Sarjana Muda i 18 orang
Z. | 8 MA iS4 orang
4. | 8 M F i 45 orang
9. : 8 D / S5 orang

i duml ah i 155 orang

Sumber datza : Kantor Dipenda Tk. II Ujung
Fandang, 1976




TAREL S

¥EADAAN APARAT DIPENDA TK. II UJUNG PANDANG
MENURUT GOLONGANNYA

TAHUM 199254
Mo | Golongan i Aparat
L iV i 1 orang
2w II1 i 62 orang
Da X1 i 70 orang
4, | I I 22 orang
iodiEem 1oa h v 185 orang

Sumber data @ Kantor Dipenda Tk. II Ujung
Pandang. 1996

Selain keadaan aparat Dipenda Tk. II Ujung Pandang,
penulis dapat pula menggambarkan veadaan Karyawan
PT. Furina Ujung Pandang menurut kedudukan dan pendidik-

annya, sebagai berikut :




TABEL & \

b

KEADAAN KARYAWAN PT. PURINA UJUG >mioé;—gl*§.n‘

\

MENURUT KEDUDUKAMNYS& N

TAHUN 1996

Mo. | Kedudukan | karyawan
i. | Direksi H 2 orang
2. | Supesrvisi ‘ Z orang
Z. | Kabag. Operasional v 1 orang
4. | Sekretaris : 1 orang
S. | Bie. Umum : 2 orang
&. | Kordin. Sticker : 7 orang
7. | Insidentil : 4 orang
2. | Pembukuan 7 1 orang
7. | Bendahara 1 : 2 orang

10. | Keamanan : S orang

11. | Office Eoy H 1 orang

12. | Juru Parkir i 300 orang

it Juml ah i 330 orang

Sumber data : Kantor PT. Purina Ujung FPandang
1998,




TABREL 7

KEADAAN KARYAWAN FT. PURINA UJUNG FPANDANS
MENURUT PENDIDIKANNYA

TAHUN 1996

Mo | Pendidikan i Karyawan
1. | Sarjana (5.1) ' 7 orang
2. | Sarmud/Diploma : 4 orang
3. . SLTA i 19 orang
4. : SETF i 96 orang
S. + 8§D i 122 orang
&. | Tidak tamat SD i 81 orang

t Juml ah ¢ 330 orang

Sumber data : Kantor PT. Purina Ujung
FPandang, 1996.

Dari gambaran aparat baik pegawai Dipenda Tk. II
Ujung Pandang maupun karyawan PT. Purina Ujung Pandang
pada kenyataannya cukup besar, akan tetapi menurul
realisasi  aparat Dipenda Tk, 11 Ujung Pandang vyang
terlibat 1langsung dalam pengelolaan perparkiran hanya S
(lima) orang dari 155 orang personilnya. Kelima personil
inilah yang diberi wewenang oleh Dipenda untuk menangani
salah satu unit yaitu Badan Pengelolah Perkiraan sekali-
gus sebagai pendamping PT. Purina Ujung Pandang dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi  parkir di  Kotamadyza

Ujung Pandang.




Sementara di pihak PT. Purina telah memiliki tenaga
Karyawan sebanyak 330 orang, walaupun sebagian besar
adalah tenaga juru parkir (Jukir).

Dilihat kedudukan aparat antara aparat Dipenda TK.II
Ujung Pandang dengan FT. Purina, di pihak Dipenda Tk. II
Ujung Pandang nampak merata di setiap unit, sedang di
pihak PT. Purina terijadi perbedaan yang cukup menjolok
personal setiap unit-unitnya. Dari segi pendidikan aparat
keduanya memiliki perbandingan tingkat pendidikan
pearsonil yang cukup berbeda mulai dari tingkat Sarijana,
SLTA, SLTP, dan tamatan SD. Terjadinya perbedaan tingkat
pendidikan aparat di sini disebabkan oleh berbagai aspsk
yang menunjang karier para pegawai/karyawan, seperti
kemampuan, masa kerja, dan kesempatan pegawai/karyawan
mengecap pendidikan itu sendiri.

Salah satu pertimbangan yang memerlukan pemikiran
bagi PT.Purina sebagai perusahaan yang mengeslolah pe-
mungutan retribusi parkir di Kotamadya Ujung Pandanag,
adalah besarnya Jjumlah tenaga pekerja/ Ekaryawan yang
dimilikinya belumlah menjiadi jaminan dalam pencapaian
terget yang ditetapkannya, hal ini nampak pada data dan
informasi yang dipercleh dimana realisasi dalam pencapai-
an tafget vang telah ditentukan belum dicapai sesuai yang
diharapkan, bahkan masih tergolong minim bila dilihat

parbandingan antara target yang ditetapkan dengan




realisasi yang diperoleh selama lebih kurang tigs tahun
mengelolah retribusi parkir. Untuk jelasnya mengenai
pencapaian target dan realisasi pemungutan retribusi
parkir Kotamadya Ujung Pandang, dapat dilihat pada tabel
berikut ini =

TAREL 8

HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
DI KOTAMADYA UJUNG FANDANG

- Tahun 4 Femungutan Retribusi i Fersen-
i Angagaran : i tase
\ : Targat i Realisasi :

. | 1994 / 1993 i 400.000.000 | 281.232.400 §} 70 %

2. | 1994 / 1995 i A400.000.000 | I00.000.000 | 75 %

S | 1996/ 19957 ; /75,000.000 | 117.222.800 } 25 %

| (sampai Agust. | ' ;

v 19983

-
-

vy Juml ah 11.275.000.000 | 6£9B.454.800 | 55 %

Sumber data : Kantor Badan Pengeslolah Perkiraan (BFF)
Ujung Fandang, 199&.

Melalui hasil dari tabel tersbut di atas (tabel &),
dapatlah dikemukakan bahwa pengelolaan pemungutan retri-
busi parkir, bila ingin mencapai target yang diharapkan
perlu peningkatan dari berbagai aspek, baik dari ke-—
mampuan pengelolah, sarana dan prasarana tempat parkir
maupun aspek lainnya yang dianggap dapat mendukung pen-—
capaian target dan sasaran Dipenda Tk. II Ujung Fandang

dalam pemungutan retribusi parkir, disamping untuk



meningkatkan hasil pendapatan asli daerah guna menunjang

pembangunan dasrah yang sementara berjalan.
B. STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pemsrintah
dasrah adalah mencakup segala sektor dalam suatu wilayah
tertentu, oleh sebab itu mempunyai hubungan yang erat
dengan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya.

Demikian pula pelaksanaan pengelolaan  pemungutan
retribusi parkir yang tak lepas dari kegiatan aparat
pemerintah dalam unit-unit pemerintahan, agar pelaksa-
naannya berjalan dengan lancar diperlukan suatu tatanan
atau susunan serta struktur organisasi  yang rapi.
sehingga tujuan organisasi/perusahaan dapat tercapai.

The Liang gie (1980 : 70) mengemukakan struktur organisa-
si adalah sebagai berikut :

"Struktur organisasi adalah hubungan diantara karya-

‘wan—karyawan dan aktifa—-aktifa mereska satil sama lain

serta terhadap keseluruhan, dimana bagian-—bagiannya

adalah tugas-tugas, pekerjaan—-pekerjaan, atau fungsi
fungsi dan masing—masing anggota kelompok pegawail
vang melaksanakan".

Dari defenisi tersebut memberikan gambaran bahwa
struktur organisasi nampak adanya hubungan diantara
bidang kerja serta hubungan kerja antara orang-orang,

kedudukan, wewenang dan tanggung Jjawab dalam membina

hubungan kerja.
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Dalam kaitan defenisi terssbut di atas daiam”bubuhg-
4 : " IU‘ Ay

annya dengan struktur organisasi Badan Pgngelmlalh Rer-—

\ S gl T |

: : - . N Y 3 f
kiraan baik dari Dinas FPendapatan Daerah :iﬂiﬁﬂhda}
Tingkat II Uiung Fandang,., maupun dari pihak swasta

FT. Furina Ujung pandang dapat digambarkan sebagai

berikut :

1. Struktur Organisasi BRadan FPengelolah FPerkiraan Dipenda

Tk. II Ujung Fandang

Susunan organisasi pengelolah perkiraan Dipenda  Tk.

I1I Ujung Fandang. dapat digambarkan sebagai berikut :
a. Penanggung Jjawab dalah Walikotamadya Kepala Daesrah

Tingkat II Ujung Fandang.
b. EBadan Fembinan, terdiri atas 3

1. Ketua yaitu Sekretaris Daerah

2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Dasrah Kota-—

madya Tingkat II Ujung Fandang.

3. Sekretaris Kepala Bagian Hukum dan Orta Kota-

-

madya Daerah Tingkat II Ujung Fandang
4. Angoota : - Kepala Inspektorat Wilayah Kota-—

madya Daerah Tingkat II Ujung
Fandang.

— Kepala Badan Fengeslolah

— DAN SAT LANTAS Folrestabes Ujung
Fandang

— Kepala LLAJR Kotamadya Dasrah Ting-

kat Il Ujung Fandang
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- Kepala Bagian Keuangan Kotamadya
Daerah Tingkat II Ujung Fandang
c. Badan Pengelolah, terdiri atas :
1. Fimpinan : — Kepala badab Pengeslolah
- Wakil ¥Kepala Badan Fengelola
Bidang Operasi.
— bWakil Kepala Badan pengelola Eidan

Administrasi dan kKeuangan

N
0
+
on
-h
|

Staf Teknis;
a. Urusan Fenelitian dan Fembangun-—
an
b. Urusan Fengelolaan Farkir
c. Urusan Pengawasan Usaha dan ke-—
.tertiban Ferparkiran
— Staf Administrasi ;
&, Bagian Administrasi Umum dan ke-
peEgawaian
b. Bagian Pendapatan, anggran dan
Fembukuan.
d. Pelaksana adalah Unit-Unit Parkir yang dibentuk pada
tempat—-tempat tertentu.
Adapun pembagian tugasnya masing—-masing, dapat
dikemukakan sebagai berikut :
a. Badan Pembina bertugas :
1. Membina dan mengarahkan kegiatan Badan Fengelolah

Ferparkiran.
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Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala
DRaerah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
parizinan usaha perparkiran, pembinaan dan pem-
bangunan perparkiran.

Meminta atau menampung laporan atas kegiatan Badan
Fengelolah perparkiran.

Dalam pelaksanaan tugasnya bertangoung jawab kepada

Kepala Daerah.

Kepala Badan Fengelolah bertugas :

1 -

1]

A

Memimpin, membina dan mengembangkan sesuai kegiatan

-pengelolan perparkiran serta bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugas pokok Badan Fengelolah Ferparkir-
an.

Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Dasrah.

Bilamana Kepala Badan Fengelolah berhalangan maka
para Wakil-Wakil kepala bertugas mewakili sesuai

dengan tugas masing-masing.

Ridang Operasi bertugas :

1.

Membantu Kepala EBadan Fengelolah dalam memimpin dan
mengkoordinasikan semua kegiatan—kegiatan yang
meliputi @

— Fengelolsan parkir pada Unit-Unit Parkir.

— Pengawasan Usaha-usaha Parkir.

Ketertiban Ferparkiran.

— Penelitian dan Fengembangan.
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Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggunag jawab

ktepada Kepala Badan Pengelola.

d. Bidang Administrasi bertugas :

1.

Membantu Kepala Badan Pengelolah dalam memimpin
dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang meliputi:
— Administarsi umum

— Keuangan

— Logistik

- Penyediaan Tanda Retribusi Parkir

- Kepegawaian

- Pembukuan, dam

— Lain—lain di bidang administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab

kepada Kepala Badan FPengelola.

Urusan Fenelitian dan Pengembangan bertugas :

1.

Meﬁgumpulkan data dan informasi mengenai masalah-
masalah yang berhubungan dengan perparkiran.
Menyusun rencana kerja/program kerja umum pem—
bangunan kegiatan perparkiran.

Membuat petunjuk dan mengarahkan pelaksanaan
rencana dan program kerja umum Badan pengelolah
Ferparkiran.

Melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan olsh

pimpinan.



S. Dalam wmelaksanakan tugasnya, bertanaggunag Jjawsah

kepada Wakil Kepala Ridang Operasi.
Urusan Pengelolaan Farkir bertugas :

1. Melakukan penelitian kapasitas peralatan parkir.

2. Menyusun program kerja pengelolaan parkir.

3. Meneriman dan mengelola laporan teknis  pengelolaan
parkir dari unit-unit parkir untuk diteruskan
kepada pimpinan.

#. Menyusun dan menyajikan statistik data peralatan
parkir.

S. Melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

&. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab

kepada Wakil Kepala Bidang Operasi.

Urusan Fengawasan Usaaha dan Ketertiban Perparkiran

bertugas :

1. Menyusun program pembinaan dan pengawasan usaha
parkir.

2. Melakukan kegiatan pengawasan usaha perkiraan dan
terhadap kegiatan pengelolaan unit-unit Parkir.

3. Mengajukan usul kepada pimpinan mengenal pengesnaan
sanksi/penindakan terhadap usaha—usaha perparkiran
dan petugas parkir yang melakukan pelanggaran.

4. Menilai keadaan fisi/fasilitas tempat—tempat parkir

yang disediakan oleh usaha perparkiran.



S.

6.

7.

40

Melakukan pengamatan kegiatan

ketertiban tempat—tempat parkir pada - —unit-unit
\\ Gt
parkir.

Bekerjasama dengan instansi lain melakukan pe—
nindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang melaku-
kan pelanggaran parkir atau kegiatan juru parkir
tidak resmi.

Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab

kepada Wakil Kepala Bidang Operasi.

Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, bertugas =

1.

Menerima dan menyiapkan serta menyelesaikan semua
surat-surat kedinasan baik yanag berhubungan dengan
kegiatan rutin, maupun kegiatan lainnya, serta tata
usaha kepegawaian.

Menerima, menyiapkan dan menyelesaikan pembuatan
laporan kedinasan yang diperlukan.

Mengurus dan menyiapkan surat-surat kedinasan.
Mengurus dan menyelenggarakan rapat-rapat, ﬁpacara
dan mengawasi penggunaan telepon, listrik dan lain-
lain yang berhubungan dengan tugas ke rumah
tanggaan.

Mengatur dan mengawasi tata tertib dan disiplin
karyawan kebersihan kantor dan halaman.
Melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab

kepada Wakil Kepala Bidang Administrasi Kekuangan.
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i. Bagian Pendapatan, Anggaran dan pembukuan bertugas :

X.

2}

10.

Melaksanakan penerimaan, penyimpanan uang darsi
harga pembayaran retirubisi karcis parkir dan uanag
pendapatan lainnya dan melakukan pembayaran uang
untuk keperluan kedinasan.

Melakukan penyetoran uang pendapatan pada kKas
Femerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujunag
Pandang / Bank yang ditunjuk.

menyelenggarakan administrasi dan stock opname kas.
Melaksanakan penyediaan dan pembagian/distribusi
tanda retribusi parkir dan langganan parkir.
Menyusun rencana anggaran keuangan, kebutuhan rutin
dan pembangunan.

Membina dan mengawasi sistem keuangan/Unit-Unit
Parkir.

Membuat laporan administrasi keuangan/pensrimaan
dan pengeluaran rutin.

Membuat neraca dan laporan tshunan.

Melaksanakan tugas—-tugas lain yang diberikan
pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bertanaggung jawab
kepada Wakil Kepala Ridang Administrasi dan Ke-

uangan.
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j. Unit-Unit Parkir mempunyai tugas :

Mengelolah Eegiatan pelayvanan parkir.

Melakukan pengendalian dan penertiban  pelayanan

parkir kendaraan.

Mengumpul kan dan menyetorkan pungutan—pungutsan

retribusi parkir kendaraan menurut yang ditentukan.

Melakukan Tungsi-fungsi lain yang berhubungan

dengan pengelaan parkir yang ditugaskan oleh

pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggunag Jjawab

kepada Kepala Badan Fengelola.

FPada Unit-Unit Parkr ini, terbagi lagi atas :

Seksi FPemeriksaan/Pengamat FParkir dengan tugas :

a. Melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan
atas Jjuru parkir dan turut mengatur kendaraan
bermotor yang masuk/ke luar tempat parkir.

b. Memeriksa pengumpulan pertinggal Kkarcis—karcis
parkir yvang tlah digunakan.

c. Melakukan pemantauvan/pengamatan atas jumlah dan
jenis kendaraan yang masuk ke tempat parkir.

e. Melakukan kegiatan penjagaan atas peralatan
parkir.

. Membantu juru parkir mengawasi kendarsaan ber—
motor selama diparkir dan melarang juru  parkir

liar yang ada di unit parkir.



o. Melakukan fungsi-fungsi lain vang berhubungsan
dengan pengelolaan parkir yang ditugaskan oleh

pimpinan/kepala Unit.
2. Seksi Retribusi / Keuangan, dengan tugas :

a. Menyelenggrakan kegiatan keuangan, tanda retri-
busi parkir dan kebutuhan lainnya di unit parkir
yang bersangkutan termasuk administrasi pem-
bukuanny#.

bB. Melaporkan hasil pungutan retribusi s=cara rutin

harian kepada kKepala Unit Farkir masing-masing.

A
Ll

Tiap seksi dipimpin oleh secrang kepala ssksi  dan
dalam m2laksanakan tugasnya bertanagung Jawab
kepada Kepala Unit.
Untuk lebih jelasnya mengensi struktur organisasi
Badan Fengelola Ferparkiran oleh Dinas Pendapatan Daerah
{DIFENDA) Tingkat II Ujuhg Pandang, dapat dilihat dalam

bagan struktur organisasﬁ halaman berikut :




EAGAN STRUKTUR ORGANISASI
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BADAN FENGELDLA FERFPARKIRAN DIFENDA TK. II U.P

N PEMRINA

EADAN PENGELOLA

PIMFINAN

— KETUA

WK. KEFALA WK. KEPALA
— WAKIL BF. Bid. Operasi BRF.Bid.ADM & Keuangan
— SEKRETARIS
— 1  ANGGOTA
O Il fis F
[
I {
TAF TEKNIS STAF ADH

FENGEMEBANGAN

'i_UR.PENELITIﬁN &

—UR. PENGELOLA
PARKIR

—UR.PENGAWASAN
USAHA & KETERTIRAN

l UNIT-UNIT PARKIR

BAG. ADM.UMUN

BAG. FENDAFPATAN

ANGGARAN &
PEMBUKUAN

1

SEK.PEMERIKSA/FENGAMAT
FARKIR

SEK. RETRIBUSI /
KEUANGAN
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Struktur Organisasi PT. Purina Ujung Pandirg_

L —
i

Susunan organisasi PT. Purina Ujung Pandang terdiri

atas beberapa bagian sebagai berikut :

=1

Direktur Utama sekaligus sebagai penanggung Jjawab
kegiatan perusahaan.

Sekretaris vyang membantu dalam pelaksanaan kegiatan
kerja Direktur Utama, baik dalam menyusun maupun dalam
mEnampung arsip-arsip dan administrasi ksgiatan usaha
perusahaan.

Direktur Utama dalam melaksanakan kerja perusahaan
dibantu oleh dua Direksi yaitu Direksi Pembangunan dan
pemerintahan serta Direksi Umnums/Operasi, vang bekeria
sesual dengan bidang masing—-masing.

Di samping dua direksi, juga memiliki Manager Operasi
dan seorang Asisten Operasi Manager, yang mampunyai
tugas mengkoordinasikan pengelolaan parkir para team—
team, mangawasi pslaksanaan parkir para team  maupun
para Jukir, menjaga ketertiban lokasi perparkiran yang
ditanganinya, dan bertanggung jawab kepada Direksi
Manager Operasi.

Dan Juru Farkir (Jukir) merupakan tenaga lapangan yang
langsung melayani pemakal kendaraan dalam menggunakan
tempat—tempat parkir yang disediakan.

Untuk Jjelasnya dapat dilihat bagan struktur orga-—

nisasi di bawah ini =




STRUKTUR ORGANISASI

FT. PURINMNA
DIRUT
SEKRETARIS
l [

DIR.PENGEMBANGAN DIR.UMUM/OFPERAST

& PEMERINTAHAN
MARAGER OFERASI
AS. MAMAGER OFS

] i [ g
TEAM TEAN TEAN TEARM
HARIAN TARG .. BULANAN STICKER TMSIBENTIL

JUKIR

e e e e

L&
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C. SARANA DAN PARASARANA PARKIR

Rerdasarkan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat Il Ujung Pandang No. 62 78 tahun 1994, vang
menjadi sarana dan parasarana parkir telah ditetapkan
lokasi sebagai tempat—-tempat parkir poreos jalan lokasi
parkir dan titik-titik parkir, sebagai berikut :

Mengenai poros jalan yang dijadikanm lokasi parkir
adaiah :

1. Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo
2. Jalan Sulawesi

3. Jalan Penghibur

4. Jalan Somba Opu

S. Jalan Veteran

&. Jalan Tentara Felajar

7. Jdalan Nusantara

8. Jalan Jend. Achmad Yani

2. Jalan Bulusaraung

10. Jalan 6. Lantimojong

Sedangkan yang menjadi Titik-Titik Farkir adalah :

1. J1. Nusakambangan 8. Jl. Datumuéeng

2. Jl. Wr. Supratman 9. Jl. Akademis

3. Jl. Bali 10. J1. Kerung—Kerung

4. Jl. Serui 11. Jl. G. Lompobanttang

S. J1. Cenderawasi 12. Jl. Rajawali

L. J1. Hati Murni 13. J1. BRalakota

7. Jl. Nusakambangan 14. Jl. Tembusan Nusakambangan

15. J1. Karunrung 42. Jl. Ranggong



16. J1l. Pasar Ilkan 4%. Jd1. Sungai Saddang

17. Jl. Timor 44, Jl. Lanto Dg. Pasewang
18. Jl. SBungai Cerskang 45. Jl. Slamet Riayadi

19. J1. DR. Ratulanagi 4&. Jdl. ArieT Rate

20. J1. Kakatua 47. Jl1. A.FP. Petta Rani
21. Jl. B. Tinggi Mae 48. Jdl. Tinumbu

22. J1. WR. Monginsidi 49. Jl. Lamuru

2F. Jl. Sarappo 20. Jl1. Butung

24, Jl. Mesiid Raya 51. Jl. Bontolempangan

23. Jl. Bandang 92. J1. Riburane

2&65. Jl. Sultan Hasanuddin S3. Jl. Latumahia

27. Jl. Fattimura S4. Jl. Garuds

28. Jl. Lamaddukeleng 88. J1. Kumals

292. J1. A. Mappanyukki 86. Jl. Pangeran Dipanegoro
S0. Jl. Urip Sumoharjo 57. Jl. Kajoalaliddo

31. J1. Thamrin 58. J1l. Rappocini Raya

32. Jl. Lasinran 59. J1. KH. M. Ramli

Qe Jla 'S0 nx &0. Jl1. H. Agus Salim

34. Jl. KH. Wahid Hasyim 61. J1. SUltan Alauddin

35. J1. HOS.Cokroaminoto 62. J1. Tarakan

3&. J1. Lamuru 63. Jl. Sangir

37. Jl. Banda &4, Jl. Sarappo

38. Jl. Banda &£5. J1l. Gunung Merapi
3%9. J1. Lombok s &6. J1. Batu Putih
40. J1. Andalas &7. Jl. Santado

41. Jl. Samalona &8. Jl. Yos Sudarso

&6%9. JL. Maccini Baru @6. JL. Khairil Anwar




78.
79.
80.
1.

82.

84.
85.
86.
87.
8.
89.
0.
Q1.

2.

JL. Gunug Lokong

JL. Haji Bau

JL. Muh. Saleh

JL. Onta

JL+ Gunug Nona

JL Onta Baru

JL. Serigala

JL Ujung Fandang Baru
JL. A. Mappaoddang
JL. Rusa

JL. Landak Raru

JL. Kalimantan

JL. Abdullah Dg. Sirua
JL. Barukang

JL. Ujung Pandang

JL. G. Buntu Terpedo
JL. Fanakkukang Mas
Kawasan Pelita Mas
Supermarket Hawa Baru
Jl. Jampea

JL. Gatot Subroto

JL Cakalang

JL. Pongtiku

JL. Cumi-Cumi

JL. Mun a

JL. Mochtar Lufti

?7.

8.

9?.

100.

101.

102.

10%.

110.

131 =

114,

115.

JL. Jend. Hekt&sniné‘f

JL. Sabutung

JL. Singa
JL. Tupai

JL. Baru

JL. Jend. Sudirman

JL. Landak

JL. S.Saddang Earu

JL. Dg. Tata

JL. Emmy Saelan

JL. Ujung

JL. Rachmat

Hakim

JL. Andi Tonro

Kawasan Latene Flasa

Supermarket
Supermarket
Supearmarket
Supermarket

Supermarket

Baji. F
Gelael

K.Malati
Mursalim

Halim



Penentuan titik-titik parkir dan lokasi parkir padsa

poros Jalan terssbut, ditetapkan oleh Eadan pengelols

(In}

Ferparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Fandang
dengan tetap memperhatikan ketertiban dan kelancaran lalu
lintas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan
perparkiran.

Dari sarana dan prasarana perparkiran di atas, oleh
pihak PT. Purina sabagai psrusahaan swasta dituniuk olsh
Femerintah daerah menangani pengelolaan pemungutan retri-
busi parkir di Kotamdaya Ujung FPandang, membagi ke dalaa
8 {depalan) wilayah, vang terdiri dari :

1. Wilavah I terdiri dari : J1. Sulawesi
J1. Nusantara

2. Wilayah II terdiri dari £ Jla kaH. Ramli
Jd1l. Makassar Mall

Z. Wilayah III terdiri dari

Jl. Bandang

Jl. G. Bawakaraeng
JdL. Pasar Terong
i) B = L Y K

JL. B. Bulusaraurg

Jl. Somba Opu

4, Wilayah IV terdiri dari
J1. Pasar Baru
JL. St. Hasanuddin
S. Wilayah V terdiri dari : J1l. 6. Lantimojong
Jl. Pasar Terong

JL. Me=jid Raya
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L. Wilavah VI terdiri dari : J1l. Cenderawasi
Jl. DR. Ratulangi
JL. Kakatusa
Jl. Lagaligo
JL. Veteran
7. Wilayah VYII terdiri dari : J1. St. Alauddin
J1l. A.P.Pette Rani
Fazar FPa'basng-baeng
8. Wilayah VIII terdiri dari £t il . Irdian
Jl. Ahmad Yani

Melihat sarana dan prasarana yang disiaprkan  baik
olenh Dipenda Thk. I Ujung Pandang maupun yvang dgikelolah
cleh FT. Purina dapatlah divemubkakan bahwa dalam peEngelo-
laannya membutuhkan tatanan satuan kerja setiap lokasi/
wilayah, agar pelaksanaan pemungutan  retribusi  parkir
dapat terlaksana dengan baik dan lancar, mengingat lokasi
perperkiran sangat luas.

Selain disiapkan lokasi perparkiran, Juga telah
disiapkan pula karcis pengutan retribusi parkir baik yang
harian ataupun pelanggang bulanan, disamping itu tealah
ditempatkan pos—pos  bagi lokasi  yang memungkinkan,

seperti di kawasan Makassar Mall dan latanste Flasa.

D. KEADAAN LOKASI DAERAH PARKIR

Ditinjauw dari struktur organisasi dan sarana prasa-—

rana perparkiran baik dari Badan Fengelela Ferparkiran

Dipenda Tk. II Ujung Pandang maupun dari FT. Furina Ujung
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Pandang dapat dikatakan sangat menijaniikan harapan serta
prosfek masa depan dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD), akan tetapi bia melihat keadaan 1lokasi
parkir yang ada sekarang ini, sangat membutuhkan pening-
katan baik pengelolaan pemungutan retribusi parkir,
maupun  terhadap sarana  parkir yang disiapkan  kurang

memenuhi  syarat sebagaimana layaknya tempat parkir vyan

1l

dikelola oleh satu perusahaan dalam hal ini perusahaan
FT. Furina Ujung Fandang.

Seharusnya lokasi parkir yang dikelola oleh satu
perusahaan memperlihatkan mutu kualitas yang baik, tetapi
Renyataan yang ada keadaan tempat parkir yang dikelolsa
oleh "PT. Purina yang bekerjasama dengan Dipenda Tingkat
II Ujung Pandang ssakan—akan hanya memikirkan kesuntungan
tanpa memikirkan atau mengsmbangkan kelayakan tempat—
tempat parkir untuk retribusi.

Seperti keadaan lokasi parkir vang penulis pesrocleh
m2lalui data dan informasi, sebagian besar menggunakan
halaman—halaman toko dimana tampatnya sangat sempit dan
tidak memungkinkan untuk dijadikan lokasi perparkirans
karemna hanya menampung beberapa jumlah kendaraan saja.
FPengalaman seperti ini sepatutnya menjadi bahan peneli-
tian untuk menstapkan suatu peraturan pemerintah  untuk
mengklasifikazsikan tempat—tempat parkir vyang memnuhi
wyarat, ’ seperti pada lokasi parkir di parusahaan—
perusahaan, kompleks pertokoan, rumah sakit, perhotelan,

serta lain—-lain yang diangogap memenuhi syarat.




lokasi daerah parkir,

1.

Sebagaimana data yang diperolsh

Felanggang bulanan retribusi parkir,

&. 144 lcokasi parkir dari toko—-toko,

meliputi

tn
(]

mengenal ksadaan

terdiri dari :

dam

b. 4% lokasi parkir yang bukan pelanggang bulanar,

serta

perusahaan—perusahaan.

Lokasi parkir yvamng bukan pelanggang bulanan, terdiri

dari
a. 27
b. =1
Cs &
d. 4
EB. 9
fo 10
g. 7
. 7
.. #A

Bank

Rumah Sakit

Rumah HMakan

- Apotik

Bioskop

PT (Perusahaan)
Toko—toko / Swalayan
Hotel

Pasar

Lain—lain.
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HASIL FPENGUMFULAN DATA DAN PEMEAHASAN

Dalam wuwraian sebelumnva telah dikemukakan babwa
kegiatan pengelolaan meliputi proses perencanaan, pelak-
sanaan, pengendalian dan pengawasan, maka melasliui pemn-—
bahasan ini diupayakan ssiauhmana kegiatan psngalolaan
pemungutan retribusi parkir Fendapatan Daerah Tingkat II
Uijung Pandang dengan FPT. Furina di Kotamadya Ujung

Fandana.
A. PENGELOLAAN PERENCANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI FPARKIR

EBerbicara tentano koordinasi berarti tidak lepas
dari masalah perencansan, guna mendapatkan cara atsu
Jalan yang terbaik untuk melaksanakan penyusunan rencana’s
program yang baik agar setiap pskerja dalam mslaksanakan
pekerjaannya mencapai hasil yang sempurna, efisien, kes-
seragaman pekerjaan guna mencapal hasil yang diharapkan.
Sebagaimana bagan struktur koordinasi pemungutan
retribusi dalam kegiatannya baik dalam pehgawasan maupun
pelaporan kegiatan kerja dilakukan dari bawah ke atas,
maka demikian pula proses koordinasi perencanaan  di
lakukan dari bawah ke atas {(Bottom Up Flanning). Hal ini
dilakukan karena untuk menanggulangi masalah—-masalah yang
dihadapi para tenaga—-tenaga lapangan (Juru Parkir) vyang

minus atau relatif setorannya, dalam rangka meningkatkan




hasil pasmungutan retribusi parkir vang ﬂilakséﬁakﬁﬁﬁia.’

Faningkatan  persncanaan paaungutan retribusi parkir  di-

usahakan seoptimal mungkin seswal kenasmpuan dengan  cars

mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan pemungutan retribus:i
parkir yvang tslah dilaksanakan ssbelumnys.

Dalam pengelolaan perencanaan ini unsur—unsur yang
terlibat penyusunan rencanafproaram pengelolaan perparkir
an adalah meliputi 3
1. Bapak Walikotamadya Kepala Dasrah Tingkst II Ujiung

Fandang sebagai psnanggung Jjawab.

2. Badan Paabins yvang terdiri dari Kepsla Dipsnda Tk. 11
Ujung Pandang. Kepala Bagian Hukum dan Orta Kotamadya
jung Fandang, Kepala Inspektorat Wilavah XKotamadys
Dagrah Tingkat II Ujlung Pandang, Kepala Bagian Ksuang-

an Kotamadya Ujung Pandang.

2]

Badan Pengslola, pimpinan yant dibantu oleh Staf
teknis dan Stat Administrasi.
4. Lintas sektoral dan DAN SAT LANTAE Polrestabes dan

Kepala LLAJR Kotamadya Ujung Fandang.

A
€

Dari pihak perusahaan swasta (FT. Purina)l =sbagai
-pelaksana cperasional pemungutan retribusi  parkir,
melibatkan Direktur Utama, dibantu oleh para Direksi
dan Managernya.

Dari hasil-hasil laporan yang masuk setelah di-

evaluasi pelaksanaan programdrencana Yang dikelols




th
o

mENTENal Peagelﬁlaan lokasi dan ta=mspat parkir apakah
lavyak atsu tidak, kstertiban dan ksamanan peErparkiran,
#@rita sazmaran dan targel yang dicapai apakah sesuail vano
dgiharapkan ssbagaimana ditetapkan sebelumnys, serta hasil
penelitian dan pengawasan  yvang dapat dipantau dalam
pengelolsan perparkiran. Dapatlah dipertimbangkan penyu-—
sunan program/rancana pengelolaan perparkiran selaniutnya
sekaligus memperbaiki kekurangan—kekurangan pada tahun
sebelumnya yang diperoleh baik dari Dipenda maupun oleb
FT. Furins ssbagsi pelakssna operssional.

Untuk mengstabhui seijauhmana pengelolaan perencanaan
antara Dipenda Tk. II Ujung Fandang dengan PT. Furina
dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini.

TAREL @
TANGGAPAN RESFONDEN MENGENAI PELAKSAHAAN PENGCELOLAASH

FERENCAMNAAN FEMUNGUTAN RETRIBUSI ANTARA
DIPENDA TK. II UP DENGAN PT. PURINA

‘ ‘ H Tanggapan
Mo.iy  Responden =73 ; iPerzent.
‘ b 'S.Mendukung | Mendukung | T.Menduxung; (%)
: : ‘ i H ;
1. ibipenda Tk. II UP; 23 | 7 4 i1 H 3 =
2. PT. Purina i 80 | 17 i 27 ' 5 i 68,%
rdumlah { 73 % 26 ‘ 490 ' 7 {100 %
i Persentase 11007 I5.6% | 54,8% | F.6 Z i 100 %

Sumber Data : Hasil Wawancara Penelitian Lapangan, fgustus
1996




Dari tabel di atas dapatlah dilihat bahwa vang men-—
dapat nilai tertinggil tanggapan infTorman tentang penagelo-
laan perencanaan antara Dipenda Tingkat II Ujung Pandang
dangan FT. Furina, adalah tanggapan mendukung memparolah
nilai 40 atau sama dengan 54,8 X dan  tanggapan  sangat
meEndukung memperoleh nilail 2& atauw sama dengan 3I5.&6 %,
sedang tanggapan &urang mendukung memperoleh nilai 7 atau
sama dengan 9,6 X.

Sehubungan dengan hasil tanggapan responden tersebut
dapatlah penulis simpulkan bahwa panyusunan rencanas
program penagelolaan perparkiran khususnya dalam pemungut—
an retribusi parkir belum terlaksana sscara terpsdu  dan
ssrasi, sehingga sasaran dan targat vang ingin dicapsai
kurang memsnuhi sesuai sasaran dan target yang diharapkan
sesual yanyg ditatapkannya. Qleh karsnanya dalam penyusun—
amn  rencanadprogram pada masa yang akan datang perlu  di-
tingkatkan dengan memperhatikan secara kReseluruhan
program/proyek  secara terpadu dan mesrata., serasi  tanpa
melepaskan prioritas pengelolaan perparkiran yang sangsat
berperan dalam meningkatkan pengelolaan pemungutan
retribusi parkir.

Fenyusunan rencana/program sebaiknya memperhatikan
kondisi vyang ada,.menyesuaikan lokasi dan tempat—tempat
parkir vyang dikelola dengan sasaran dan targst yang di-

tetapkan, Jangan sampai target yang ingin dicspai tidak




kesampaian karena kondisi perparkiran turut mempengaruhi-
nya. Ferencanaan yang baik apabila dapat mempermudah ter-—
capainya tujuan dan dan bukan mempersulit terpacapainya
tujuan, sederhana tetapi disertai dengan perincian yang
teliti dan cermat serta bersifat praktis.

Sebagai pertimbangan sejauhmana penentuan rencana
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ingin di-
capai dapat dilihat melalui tanggapan responden dalam
tabel di bawah ini.

TABEL 10

TANGGAFAN RESFONDEN MENGENAI DUKUNGAN FPERENCANAAN UNTUK
FENCAFAIAN SASARAN DAN TUJUAN FENGELOLAAN PERFARKIRAN

H Tanggapan
N=73) (Fersent.
iS.Mendukung ifendukung ) T.Hendukung: (%)

- -

No. | Responden

1. EDipenda Tka IX UP; 23 ; 13 E 8 E 2 E 31,5
2. ;PT. Furina ; 50 E 21 ; 22 E 7 ; 68,5
' ' ' ' ' .
v Jumlah T MO 34 : 30 ' 9 v 100 X
i Persentase 11007, 47 Fom Y %t 12 Z | 100 X

Sumber Data : Hasil Wawancara Fenelitian Lapangan, Agustus
1996

Dari tabel di atas dapatlah dilihat bahwa yang men— '
dapat nilai tertinggi mengenai tanggapan informasi tentang

dukungan perencanaan untuk pencapaian tujuan dan sasaran

pengelolaan perparkiran, adalah tanggapan sangat mendukung

memperoleh nilai tertinggi yaitu 34 atau sama dengan 47 %,
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dan tanggapan mendukung memperoleh nilai 30 atau sama
dengan 41 %, sedang tanggapan kurang mendukung memperoleh
nilai 92 atau sama dengan 12 %.

Hasil tanggapan informan tersebut di atas telah
menunjukkan bahwa dalam pengelolaan perparkiran khususnya
dalam pemungutan retribusi parkir, kegiatan perencanaan
sangat mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak
dicapali, akan tetapi realisasi yang diperoleh dalam penge-
lolaan pemungutan retribusi parkir yang secara operasional
dikelola oleh FT. FPurina belum mencapai target sesuaili yang
diberikan dari Dipenda Tingkat II Ujung Pandang. Ini
menandakan koordinasi perencanaan dirasa perlu ditingkat-—
kan guna pencapaian target yang telah ditetapkan Dipenda
Tingkat II Ujung Pandang kepada FPT. Furina.

Feningkatan koordinasi perencanaan pengelolaan per-—
parkiran vyang dianggap perlu vaitu adanya pertemuan
berkala diantara unsur—unsur terkait baik dari Badan
Fengelola Ferparkiran FPFemerintah Daerah maupun dari
FPT. Furina sebagail perusahaan swasta yang mendapat keper-—
cayaan pemerintah mengelola pemungutan retribusi  parkir
Uiung Pandang. Pertemuan berkala yang dimaksud di sini
ialah pertemuan yang dilakukan dari unsur paling rendah ke
tingkat unsur yang tertinggi dalam Drganisési (Dipenda Tk.
II Ujung Pandang dan FT. Furina), dengan jadwal pertemuan

yang tetap, hal ini dapat menumbuhkan motivasi dan




tanggung jawab dalam melaksanakan tugas masing-masing unit
dan memudahkan mengevaluasi dan mengawasi pekerjaan masing
masing unit. Seperti untuk mengetahul dan mengontrol hasil
pemungutan retribusi parkir setiap harinya, kemudian per-—
bulan, dengan pertemuan berkala dapat dengan cepat di-
antisipasi bila ada penyimpangan—penyimpangan. Demikian
pula dalam hal keamanan dan ketertiban lokasi-loaksi
parkir dapat dengan cepat diketahui data-data dan
informasi yanag teriadi di lapangan, sshingga dapat dengan
cepat diantisipasi utamanya dalam keamanan dan KkKetertiban
pelayanan kendaraan yang akan diparkir, dan kelayakan
tempat parkir dipandang secara umuim.

kelayakan 1lokasi dan tempat parkir dianggap sangat
penting untuk meningkatkan hasil yang diinginkan dibanding
tahun—tahun vyang 1lalu, mengapa 7 dari hasil tanggapan
responden, penulis memperoleh data dan informasi bahwa
kurangnya pencapaian target disebabkan kuréng layaknya
tempat—tempat parkir dan membuat pemakai kendaraan Kkurang
simpatik bahkan sedikit bandel pada para Jjuru parkir.
Untuk mengetahui sejauhmana kelayakan tempat-tempat parkir
yang disiapkan Badan Fengelola Ferparkiran, dapat dilihat

dalam tanggapan responden berikut ini.




TAREL 11

TANGGAFAN RESFONDEN MENGENAI KELAYAKAN TEMFPAT FARKIR
TERHADAF FEMUNGUTAN RETRIRUSI PARKIR

: i H Tanggapan
No. | Respondan TN=73 iFersent.
» : i8ang.Layak | Layak (Kur.Layak ! (%)
1. iDipenda Tk. II UF] 23 | 4 ' i1 H g i 31,5
2. PT. Purina 80} 8 ' 17 \ 235 T 68,5
rdumlah A 12 \ 28 ' 33 y 100 X
. Farsentase 10041 16.4 £ | 36,4 X} 45.2% y 100 E
Sumber Data : Hasil Wawancara., Agustus 1996
Seperti dalam tabel di atas, menunjukkan hasil

tanggapan infTorman yang paling tinggl nilainysa adglah
tanggapan kurang layak dengan nilai 33 atau sama dengan
45,2 %, dan tanggapan layak mendapat nilai 28 atau sans
dengan 38,40 7%, sedang tanggapan sangat layak mendapat
nilai 12 atau sama dengan 16,4 %,

Sehubungan dengan hasil tanggapan informan yang me—
nunjukkan 1lebih dominan kurang iayaknya tempat—tempat
parkir dalam pengslolaan pemungutan retribusi parkir,
sangat berpengaruh di dalam pencapaian target. Hal ini
dapat dilihat dari tanggapan informan, sebagaimana dalam’

tabel di bawah ini.



TABEL 12

TANGGAFPAN RESFONDEN MENGENAI FENCAFAIAN TARGET
YANG DICAFAI

] : : Tanggapan
No. | Responden ‘N=731 (Fersent.
. A (Mel.Target |Se.Target|K.dr.target) )

1. (Dipenda Tk. II UP} 23 | e H = : 23 T 3lD
2. PT. Purina T 80 13 = H = : 20 v 68,5
it dJumlah 4 73} - : = H 73 v 100 %
i Fersentase 11003 - . - ! 100 % v 100 %

Sumber data : Hasil Wawancara. Agustus 1994.

Dari tabel di atas, diperoleh bahwa dari 73 orang
responden semuanya memberikan Jjawaban/tanggapan hasil
pemungutan retribusi parkir kurang dari target vyang di-
tetapkan. Dari hasil tanggapan tersebut dapatlah dikemuka-—
kan bahwa pengelolaan pemungutan retribusi parkir oleh
FT.Furina selaku pelaksana operasional membutuhkan pem—
benahan di segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan
perparkiran, terutama dalam menumbuhkan simpatik dan ke-
sadaran pengguna jasa parkir dan ini tentunya perlu me-
ningkatkan evaluasi hasil-hasil pelaksanaan unit—unit
pengelola parkir, serta penelitian yang cermat untuk men—
dapatkan data—-data di dalam pengembangan pengelolaan
pemungutan retribusi parkir di masa-masa -datang, vyang
kesemuanya itu m=lalui penentuan rencana/program yang

tepat pula.
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Dengan memperhatikan kendala—-kendala vang dihadapi
sstiap unit kerja; dan berupaya memperbaikinya yvang di-
tuangkan dalam rencana-rencanasprogram—program keris mulai
dari tingkat bawah sampal kepada tingkat atas, maka pen-—
capaian targst pemungutan retribusi parkir dan kelayakan
tempat—tempat parkir dapat terrealisir, karena populasi
peEngguna Jjasa  parkir di Kotamadya Uiung Pandang sangast

besar.

B. PENGAWASAN PENGELOLAAN AN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

ANTARA DIPENDA TK. II UJUNG FPANDANG DENGAN PT. PURINA

Fengelolaan perparkiran adalah merupakan keogiatan
vang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi
untuk menjamin agar di dalam pelaksanaannya dapat di-
selenggarakan pembinaan yang berhasil mewuiudkan pesnataan
lingkungan perkotaan, keamanan dan ketertiban, kelancaran
1alu lintas Jjalan, ketertiban administrasi pendapatan
daerah, serta dapat mengurangi bsban sosial melalui pen—
verapan tenaga kerja, maka pada tahun 1988 melalui psnyer-—
apan tenaga kerja, maka pada tahun 1988 melalui surat
keputusan Halikotamadya Daesrah Tingakt II Ujung Pandang
Nomor S81&/5.Kep/0&1l.2/HK/88. Ditunjukkan Wakil Kepala
Bidang Administrasi dan Keuangan bertugas membantu Kepala
kegiatan pengelolaan perparkiran yang meliputi 3 Admi-
nistrasi umum, keuangan, logistik, penyediaan tandsa
retribusi parkir, kepegawaian, pembukuan dan lain—-lain di

bidang administrasi. Kemudian sejalan dengan perkembangan




dewasa ini dan dalam rangka peningkatan penerimaan pen—
dapatan asli daesrah untuk menunjiang penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pada
tahun 1994 pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan
perusahaan swasta di dalam pemungutan retribusi parkir,
sehingga dengan sendirinya unsur yang terkait dalam pelak-—
sanaan koordinasi bertambah oleh PT. Purina sabagsai
pelaksana ocperasional.

Sesuai ketentuan Sk. Walikotamadya Nomor 81&/S.Kep/s
Q&1.2/HK/88, tentang pengelolaan perparkiran ditegaskan
bahwa Wakil Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan mems—
gang paranan dan fungsi koordinatif terhadap unsur-unsur
terkait dalam pengelolaan perparkiran. Dengan demikian
Wakil Kepala Administrasi dan Keuangan dalam mslaksanakan
tugas dan fungsinya mengadakan pertemuan berkala baik
secara Tormal maupun informal, serta pertemuan—pertemuan
rutin yang dilaksanakan setiap awal bulan.

Selain itu dalam rapat—rapét dinas dengan lintas
sektoral dan kepala—-kepala Unit/Bidang secara insidentil
membahas permasalahan yang ada, termasuk Direktur Utama
FT. Furina dengan terlebih dahulu mengadakan koordinasi
dengan unit-unit yang ada dalam lingkungan perusahaan vang
selanjutnya dilanjutkan ke atas vaitu bersama Badan Fenge-—
lola perparkiran dan unsur—unsur terkait lainnya. Seperti
Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang membina
Radan Pengelola Ferparkiran, dalam menyiapkan segala se-—

suatunya untuk mendukung kelancaran pemungutan retribusi
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parkir, pengaturan parkir dan pemungutan retn%&usiﬁspafkir

\ "

yang ditangani pihak swasta.

Wakil Kepala Ridang Administrasi dan keuwangan sebagail
hagian yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksana
yang terlibat dalam pengelolaan perparkiran, hendaknya
menyadari akan kedudukan dan tugasnya sebagai pengslolaan
demi meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungut-
an retribusi parkir di Kotamadya Ujung Pandang. Dalam hal
melibatkan beberapa instansi dan kepala—kepala bagian
dalam program pengalolaan perparkiran, hal yang tidak
kurang pentingnya adalah komunikasi dan koordinasi pelak-—
sanaan berbagail program setiap unit.

Untuk merealisir maksud tersebut di atas, maka perlu
disusun suatu pola dasar pengelolaan perparkiran yang
merupakan pola umnum pelaksanaan pengelolaan  pemungutan
retribusi parkir di wilayah Kotamadya Ujung Fandang.
Dengan tersusunnya pola dasar pengelolaan perparkiran,
maka badan-badan, bagian-bagian, unit-unit, selaku unsur
terkait dalam pengelolaan perparkiran harus mempesdomani
pola dasar tersebut yang ditetapkan o©oleh MWalikotamadya
Xebagai penanggung jawab pengelolaan perparkiran daerah
Tingkat II Ujung Fandang.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikemukakan
tentang pengelolaan pemungutan retrbusi parkir antara
Dipenda Tingkat II Ujung Pandang dengan FT. Purina dalam
pemungutan retribusi parkir, daiam pelaksanaannya sebaik-
nya melalui penetapan pola dasar menyusun rencana/program

pengelolaan perparkiran dengan tahap-tahap sebagai berikut
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1. Tahap Identifikasi

Dalam tahap ini merupakan kegiatan untuk mengadakan
peninjauan keadaan tentang hal-hal yang menyangkut masa-—
lah—masalah vyang dihadapi dan potensi perparkiran yang
dimiliki, demikian pula perlu diadakan peninjauan aspek-
aspek keuangan, dan sebagainya. Tahap ini dilakukan
sebaiknya pada tingkat team operasional yang terdiri dari
para Jukir {Juru Farkir).

Tahap ini sangat penting dalam memberikan gambaran
umun tentang hal-hal yang menyangkut perpatkiran dan pe-
mungutan retribusi parkir dalam hbubungan peslaksanaan
penyusunan rencana/program pengelolaan parkir di Kota-

madya Daesrah Tingkat II Ujung Fandang.
2. Tahap Penelitian

Dalam tahap ini, data dan informasi yang diterima
dari setiap team pelaksana operasionil (Team harian, Team
Target Bulanan, serta Unit-unit parkir Badan Fengelola
Ferparkiran), dibahas bersama—-sama Manager Operasi dan
staf tehnis, serta staf Administrasi yang dibimbing oleh
Wakil Kepala BRadan Fengelola PRidang Operasi dengan
Direksi Umum/Operasi dalam lingkungan masing—-masing
{Badan Pengelola Perparkiran Dipenda Tk. II Ujung Pandang
dan PT. Purina).

Dari rumusan Staf Tehnis dan Wakil Kepala Badan

Pengelola Bidang Operasi Dipenda Tk. II Ujung Fandang,
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m

rta rumusan Manager Operasi dan Direksi Umum/0Operasi
pada PT. Furina, diadakan penilaian untuk mensntukan
rencana/proaoram yang perlu dikembangkap dan dilaksanakan
tahun akan datang dalam penagelolaan perparkiran di  Kota-

madya Ujiung Fandang.
3. Tahap Pengesahan

Di bawah koordinasi Pimpinan Badan Pengelola Fer-

parkiran yang dibantu oleh Wakil Kepala Bidang Administ-

it

rasi dan keuangan bersama Direktur Utams PT. Furinsa, Usu
rencana/proaram hasil tahap penilaian dibahas dan diolah
terlebih dahulu bersama dengan unsur terkait lainnia. Dan
barrdasarkan petunjuk Kepala Dinas Pendapatan Dasrah
Tingkat II Ujung Pandang, usul rencana/program dibahas
dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat
I Kotamadya Ujung Fandang, untuk menghasilkan rumusan
usulan rencana/program pembangunan yang dituangkan dalam
Rancangan Anggaran Fendapatan dan BRelanja Dasrah Tingkat
IT Ujung Pandang, selanjutnya hasil pembahasan tersebut
dapat disyahkan dalam bentuk Peraturan Daerah oleh Wali-

kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Fandang.

4. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program—program pengelolaan per—
parkiran dalam pemungutan retribusi parkir disesuaikan
dengan petuniuk yang telah digariskan oleh Walikotamadys

Daerah Tingkat II Ujung Fandanag.
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Dengan malalui tahapan—-tahapan di étas, nampak jelas
bahwa pelaksanaan peEngelolaan pemungutan retribusi ms-
mungkinkan keterpaduan dan keserasian di dalam mengelola
paerparkiran tercapai secara murni dan mantap.

Asumsi pelaksanaan koordinasi pemungutan retribusi
yang diajukan ini dianggap penting, mengingat dari hasil
data dan informasi yang diperoleh masih banyak mengalami
hambatan, demikian pula PT. Purina s=bagai perusahaan
yang turut m=ngslola secara operasional pemungutan retri-
busi parkir, masih sangat membutuhkan peningkatan dukung-
an Pemerintah daerah tingkat II Ujung Pandang.

Untuk mengetahbui sejauhmana hambatan dan kebutuhan
dukungan Femerintah Daerah oleh PT. Purina dapat dilihat
dalam tabel tanggapan responden berdasarkan data dan
informasi vyang diperoleh melalui penelitian lapangan,
sebagai berikut :
TABEL 13
TANGGAFAN RESPDNDéN MENGENAI HAMBATAN YANG DITEMUI

DALAM FENGELOLAAN RETRIBUSI FPARKIR

H H . Tanggapan iPersent
Mo.! Responden ‘N=731  ((Z)
: : i Sangat Banyak | Ranyak | Kurang |
1. ‘Dipenda Tk.II UP | 23 | 7 : ® 7§ 31,3
L) L] L) L] [ ] :
2. IPT. Purina <2 TR 26 ' 24 = i 68,5
vdumlah & g 33 : 3 7 1100 %
i Persentase 1100%] 45 % : 45 % . 10 #Z 1100 Z

Sumber data : Hasil Wawancara, Agustus 1996
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Dari tabel di atas, telah menunjukkan bshwa tangoap-—
an informan yang mendapat nilai tertinggi adalah
tanggapan sangat banyak dan tanggapan banyak yang masing-
msing memperoleh nilai 33 atau sama dengan 45%. sedang
tanggapan kurang mensmuil hambatan mempercleh nilai 7 atsu
sama dengan 10 X.

Sementara dari data dan informasi vyang diperoleh
mengenal kebutuhan FT. Purina akan dukungan Femerintah
Daesrah dalam peningkatan pengelolaan pemungutan retribusi
parkir dapat pula digambarkan dalam tabsl berikut :

TAREL 14
TANGGARAN RESPD&DEN MENGENAI KEBRUTUHAN PT. FURINA

AKAN DUKUNGAN DIFPEMDA TK. II UJUNG FANDANG

] : ¥ Tanggapan iPersent
No.! Responden ‘N=731} V ()
' : i Sangat Butuh | Butuh (K. Butuh]
1. 'Dipenda Tk.II UP | 23 } 3 \ 8 b 10 : 3155
2« IPT. Purina {80 ¢ 27 ' 21 H 2 7 68,9
L] ] L) n L] L]
rdumlah & 32 . 29 ' 12 1100 ¥
i Persentase 11003 44 % : q0 % 16 ¥ 1100 X

Sumber data : Hasil Wawancara, Agustus 1996

Melalui tabel di atas, menunjukkan hasil tanggapan
informan yang- mendapat nilai tinggi adalah tanggapan
sangat butuh nilai 32 atau sama dengan 44 %, dan tanggap-—

an butuh mendapat nilai 29 atau sama dengan 40 X, sedang
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2 .
L c._‘ ,/
tanggapan yang menyatakan kurang butuh dukungah“{?eﬁ;ﬁinf

L LA |
tah Daerah mendapat nilai 12 atau sama dengan 1&%e mwr

2

Mezlihat tabel tersebut di atas (tabel 12 dan 13),
dapatlah dikemukakan bahwa besarnya harapan PT. Purins
untuk mendapatkan dukungan pemerintah daerah cukup ber—
alasan, karena dalam peng2lolaan selama ini masih banyak
menemui hambatan, seperti tempat parkir yang kurang layak
untuk memungut retribusi parkir, jugs kurangnya kesadaran
sebagian masyarakat manfaat dari pengguna jasa parkir.

Dengan banyaknya hambatan dan besarnya harapan akan
dukungan pem=rintah daerah terhadap PT. Purina sebagai
pelaksana operasional pamungutan retribusi parkir, dapat-
lah diasumsikan bahwa pelaksanaan pengelolaan antara
Dipenda Tingkat II Ujung Pandang dengan PT. Purina di
dalam pengelolaan pemungutan retribusi parkir dirasa
perlu ditingkatkan. Demikian pula penentuan rencana/
program terpadu dan merata dengan melalui penyusunan
rencana/program fang cerimat dan tepat sehingga pencapaian
target di masa akan datang dapat terpenuhi bagaimana
mestinya. Asumsi tersebut bukan berarti pelaksanaan
koordinasi yang sudah dilaksanakan tidak terlaksana
dengan baik, akan tetapi agar supaya tercipta suatu pem—
baharuan ke arah terciptanya perubahan—perubahan ke arah
peningkatan pemungutan retribusi parkir lebih baik dari

sebelumnya.
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Sebagaimana data dan informasi vyang diperoleh
melalui  tanggapan responden dalam penslitian  lapangan,
menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi pengelolaan par-
parkiran telah berjalan dan untuk mengetahui ssjauhmana
pelaksanaan pengelolaan antara Dipenda Tingkat II  Ujung
Fandang dengan PT. Purina dapat dilihat dalam tabel
berikut ini.

TABEL 15
TANGGAPAN RESFONDEN MENGENAI PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR

ANTARA DIFPEDA TK. II UJUNG PANDANG DENGAN FT. FPURINA

: : : Tanggapan iPersent
No.! Responden IN=73) (%)
r : : Sangat Lancar | Lancar (X.Lancar;
i. (Dipenda Tk.II UP | 23 ! g : i1 : g i 31,5
2. PT. Purina t 50} 19 < S S 1 68,5
' b H : H :
rdumlah 17233 27 : a2 % g 1100 X
i Perszentase 1100%) v & A 4 H s ¥2 % 100 X

Sumber data : Hasil Wawancara, Agustus 1996

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil tanggapan
responden memperoleh nilai tertinggi adalah tanggapan
lancar nilai 37 atau sama dengan S1 %, dan tangoapan
sangat lancar mendapat nilai 27 atau sama dengan 37 %,
sedang tanggapan kurang lancar mendapat nilai @ atau sama
dengan 12 %.

Melalui hasil tanggapan responden membuktikan '(tabel

14) bahwa lancarnya pelaksanaan koordinasi yang
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dilaksanakan sekarang bukan berarti pengelolaan retribusi
parkir tidak menemui lagi hambatan, akan tetapi hambatan
tersebut datangnys karena kurangnya kurangnya kesiapan
rencana/program dalam pengelolaan perparkiran, seperti
tempat—-tempat parkir yang masih kurang layak membuat
sebagian pengguna jasa parkir kurang berkenang membayar

retribusi.
C. PENGENDALIAN DAN PENGAWASANNYA

Setelah penyusunan rencana/program dan koordinasi
unit-unit pengelola perparkiran dalam pengelolaan
retribusi parkir ditingkatkan, maka yang tidak kalah
pentingnya pula ialah peningkatan pengendalian dan pesng-—
awasannya. |

Fengendalian dan pengawasan pengelolaan perparkiran
oleh Badan Pengelola telah memberikan tugas kepada Unit-
unit PFarkir untuk méngadakan pemeriksaan dan pengamatan
parkir, baik terhadap ketertiban dan keamanan tempat
parkir maupun pelgksanaan penggunaan retribusi parkir.
Hasil dari pada pengawasan dan pengamatannya kemudian di-
laporkan pada Bagian Pendapatan, Anggaran dan FPembukuan,
dimana Unit-unit Farkir mendapatkan pengawasan dan pem-
binaan sistem keuangan, setelah itu oleh Bagian Fendapat-—
an, Anggaran dan Fembukuan setelah memeriksa laporan ter-—
sebut, lalu mengajukan ke Bagian Urusan FPengawasan Usaha
dan Ketertiban Perparkiran untuk dievaluasi, bila di-

anggap laporan tersebut layak maka oleh Urusan Pengawasan




Usaha melaporkan hepada Kepalza Badan FPengelolazn sebagai
laporan kegiatan dan tanggung jawabnya kepads UWalitkota—
madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang selz2kun  penanggung
jawab pengelolasn perparkiran di Ujung Pandang.

Sementara pengendalian dan pengawasan  pemungutan
retribusi oleh PYT. Purima Ujung Pandang sebagai perusaha-
an swasta yang mengelols pemungutan retribusi parkir di
Ujung pandang, mulai dari Para Jdukir vang mendapat peng-
awasan langsung dari Kabag. Operasi, dari hasil-hasil
vang dicapai JdJukir oleh ¥Kabag. Operasi melaporkan hkepadsa
Seksi Umom, Seksi Umuem bkemudian melaporkan Lepada
Direktur. Di sampig mempelajeri laporan—laporan Sekei
Umum, Direktur mengevaluasi pula hasil pengamatan Super—
visi yang mengawasi langsung pars Jdukir, Bagian Operasi,
serita Seksi Umue apakeh laporan tersebnt sssuai dengan
hasil pelaksansan tugas masing-masing. Setelash dianggap
laporan tereebut pleh Direkiur PT. Purinza diajukan kepads
Kepsiz Bsdan Fengelola Perparkiran kKetamadysa Uiung
Pandang, vyaitu terhadap Urusan Pengawasan Usaha dan
¥etertiban Perparkiran.

Fengendalian dan pengawasan pemungutan retribusi
parkir bila dilihat urzian di atas, dapatlah dikemukakan
bahwa pelaksanaan dan Strukter pengendalian dan pengawss-—
annya cukup baik, tetapi bagsimana dengan hasil-hasil
yang dicapai, itu dapat digambarkan melalui hasil

tanggapan responden dimana dipercleh data dan informasi
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menagenal pelaksanaan perparkiran di  Eotamadya Uiung
FPandang.

Untuk mengetahul ssjauhmana keberadaan pihak swasta
menciptakan ketertiban dan keamanan perparkiran dapat di-
iihat melalui data dan informasi hasil tanggapan  respon-
deﬁ sebagai berikut :

TABEL 1&

TANGGAPAN RESFONDEN MENGENAI KERERADAAN FIHAK SWASTA
DALAM MENCIFTAKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN FERFPARKIRAN

1 ' : Tanggapan ‘Persent
Mo.! Responden TN=730 - - (4
: ' ¢ Sangat Baik) Baik (Kurang Raik |
i. \Dipenda Tk.II UP | 23 | 3 ‘ 17 H 2 e
1 L] L] [} L] L]
2. \FT. Purina 1 S0 19 = 3 H = i 68,5
4aJdumlah 7S 23 ' 48 y 2 1100 X
y Persentase 1100, 22 Z N &6 X 4 2% 100 X

Sumber data : Hasil Wawancara, Agustus 19986

Dengan melihat tabel di atas, dapatlah diperoleh
tanggapan responden yang tertinggi nilai adalah tanggapan
baik nilai 48 atau sama dengan &46¥%, dan tanggapan sangat
baik mendapat nilai 23 atau sama dengan 32 %, sedang
tanggapan kurang baik mendapat nilai 2 atau sama dengan
el

Karena tangoapan responden (Tabel 15), dipercleh
bahwa keberadaan pihak swasta dengan baik menciptakan

ketertiban dan keamanan perparkiran, tentu tidak dapat
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yang ada telah memenuhi kelavakan pemungutan  rebeibusi

parkir, seb=agaimana tujusn pengawasan vang dilaksanakan
dalam pengelioclsan perparkiran yaitu vntuk mencegabh dan
untnk memperbaiki kesalshan, penyimpangsan, ketidsk sesuai
an agsar hasil pelekeznsan  pekerjzan dipercleh secara
berdava guns  {efisien} dan berhasil guna (efektif),
sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. EKecemua-—
nya itu belumlah tercapsl sebagaimana mestinya, keiter—
tiban dan; keamanan parkir dapat dikendslikan tetapi bukan
itu =aiz vyang menjadi ukuran keberhasilan pengawvasan
talam pengelelzsan perparkiran, zkzsn tetapi keberhasilan
pengendalian delam pengawasan  pengelplaszan  perparkiran
dapat dikatakan berhasil, bils dapat meningkatkan kesadar
an pengguna jasa parkir untuk berperan meningkatkan  pen-—
dapatan asli daerah yang bercgunz bagl pembangunan dserah-
nys sendiri, menpapa ? karerna bila pengendalian dan peng-—
anzsan mampu menciptakan perbaikan—perbaikan ke arah
peningkatan kesadsran penggunz iasza parkir unituk berperan
meninghkatkan pendapaten asli daerah melzlui  pembayaran
retribusi parkir maka dengan =endirinva pencapsian target
tercepai, bahkan dapat memungkinkan melebihi target meng-—
ingat pepulasi pengguna issa parkir di o Ketamadys Uiung
Fandang cukup besar.

Untuk mewuiudkan meksud tersebut di atas, tentu di-

butuhkan peningkatan kemasipuan aparat pengawass. Seialan

»

S —
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gdengan maksud tersebut dapatizah digambarikan hzsil  psr-
alehan datz dan informasi melslei tanggapan  responden
mengenai Lkemampuan  aperal pengawasan pengslolaan per-
parkiran berikut ini =

TRABREL 17

TANGHAFAM RECSPONDEN MENMGENAT PEMINGKATAN KEMAMPLUAN
APSRAT PENGEHOSSAN PERMUNGUTAN RETRIBUSTI PARKIR

Tanggapan 1Fersent
Responden H=73 U2

Ibﬂ L
: :S.Bitutuhkan | Pibetnhken i K.Bibutuh]

-

L]

1. (Dipenda Th.II UP

2z ! 4 : i4 : 3 A L
L] ] ] 1 ¥ |
2. PT. Paring e T i3 ! 33 3 & 7 88,50
P dumlahn WP i% : a9 3 2 1190 %
! Persentase PI00% 1.0 ¢ &7 £ ' 12 % 1150 %

Sumber date : Hasil MWawancarae, fSoustus 1996

Melalud tabel di atéﬁ, diperpleh bahwa vang
mempernleh nilai tertinggl adzlah  tanggapan dibutuhkan
nilai 4% atau =ama dengan 67 X4, dan tangoaspsen sangat di-
butuhkan mempercleh nilal 18 atau sams dengan 21 %L, serta
tanggapan kurang dibuivhkan memperoleh nilai 9 atau sama
dengan 12 %.

Dibutuhkannya peningkatan kemampuan aparat pengawas—
an di sini cukup beralasan, sengingat masih  banyaknys
perbaikan-perbaiken sarana perparkiran ke arah pencapaian
kelavakan pemungutsn retribue=i parkir yang sekaligus

dapat meningkatkan kesadaran pengguna  jasa parkir.
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Seperti yang dipercolen melalui penslitian lapangan dari
hzeil data dan informasi veng maswek vang digambarkan
d=lam tabel beriknt :

TEBEL 18

TANGGAPAN RECPOMDEN MENGEMAI DUKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP
PEMUNGHTAN RETRIRUSTI PARKIR

: " ; Targgapan iPersent
#o.! Respornden IN=73! A A
¥ : 1S.Hendukung fBendukung | K. Mendukung)
] [} 1 ) i L]
i. Pipenda Tk.IXI UF | 23 | ] y g 3 a8 1 33,3
L) " i | i 1
2. PT. Fitrina S ! o - 1i 2 34 i 68:5
L] Ll L) L ¥ 1]
P dumlah o o R g ' 20 : 45 V100 #
} Ferczentase L1007 2.3 % 2738 ¥ | 69,3 X 1100 X

Sumber data @ Hasil Mawancara, fAgustus 1976

Tabel tersebut di =stas telah menunjokkan bBahwe
melatui *tanggapan responden telah diperocleh tanggapan
kurang mendukung mendapatkan pilai tertinggi yaitue 44
atau sama dengan 60,3 %L, dan tanggapasn mendukung mesper-—
pleh nilzi 20 ataun sams dengan 27,84 %, sedang  itanggapan
sangat mendukung memperoclebh nilzei 9 2 atse <sama dengan
12,57 -

Berdasarkan tanggapan—tanggapan responden dalam
nubungannva dengan pengeslelaan perparkiran utsmanya  ter—
hadap pemungutan retribusi parkir di Fotamadya Uiung
Pandang, dapat dikemukakan bahwa untok mencapal pengelola

an perparkiran yang layak, tentu masih mesbutubkan lokasi
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gdan tempat—tempat

s

arkir yang me&menuhi keinginan pengguna
jasa parkir dan untuk mawujudkan maksud tersebut,  bagian
penelitian dan paagesmbangan harus beskeria lebih  cermat
dan tepat dalam melakukan perubahan—perubahan ke arah
perbaikan  perparkiran, dan kesesmuanya ini  sangat  men-
butuhkan perencanaan yang tepat, koordinasi yang @mantap.

serta peningkatan kemampuan aparat pengawasan.
D. HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN
RETRIRUSI FARKIR DI KOTAMADYA UJUNG FANDANG

Adapun hambatan pelaksanaan pengelolaan antarsa
Ripenda Tk. II Uiung Pandang dsngan PT.. Furina dalam
pamungutan retribusi parkir, untuk mengstahui lebih  jauh
dapat dilihat dapat tabel anggapan responden berikut @

TABEL 1%

TANGGAFAN RESFONDEN MENGENAI HAMBATAN DALAM FENGELOLAAN
RETRIRUSI PARKIR DI UJUNG FANDANG

' ' ' Tanggapan 'Persent
No.) Responden \N=730 i i A
H ' i Sangat Raik] Baik JKurang Baik |
i. ‘Dipenda Tk.II UFP | 23 | 8 H ) ' g ¢ 31,5
2. \PT. Purina v S0 27 y 14 : g i 68,5
vdumlah YIS 35 - 20 ' 18 1100
i Persentass 1003 48 % 27 E v 2R X 1100 X

Sumber data : Hasil Wawancara, Agustus 19%&




Malalul tab=l di atas diketahui  bahwa hambatan-—
hambatan vyvang dialami dalam pelaksanaan pengelolaan
Fretribusi parkira antara Dipenda Tk. II1  Ujung Fandang
dengan FT. Purina di Kotamadya Uijung Fandang, bardasarkan
tanggapan responden yang mendapat nilai tertinggil adalah
kemampuan aparat dengan nilai 38 atau sama dengan 48 K,
dan tanggapan bhambatan yang ditemul m2lalui peErencanaan
mandapat nilai 20 atauw sama dengan 27 L, sedang tanggapan
hambatan yang diaiami melalui pengawasan mendapat nilail
18 atau sama dengan 25X,

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan koordinasi
adalah meEncakup perencanaan, p2laksanaan, pangendalian
dan pengawasan. Sshingga dengan hasih adanya hambatan-—
hambatan yang ditemui melalui kemampuan aparat, parsncana
an dan pesngawasannya, dalam peslaksanaan pemungutan
retribusi parkir antara Dipenda Tk. II Uiung PFandang
denéan P Pﬁrina Ujung Fandang, menunjukkan pesngslolaan
retribusi parkir di Ujung Pandang masih membutuhkan pem—
benahan dan psningkatan di dalam pelaksanaannya. Untuk
mencapai maksud tersebut, tentu dibutuhkan pemantapan
pelaksanaan kuofdinasi, karena melalui psmantapan koordi-
nasi memungkinkan suatu penyelesaian secara menyesluruh
atau total accomplishment atas skses bagian individu yang

membentuk total itu, serta menemukan konsep vyang dapat
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tingkatan un&t organisasi, yang dapat dijadikan sebagail
pola dasar palaksanaan dan pengelolaan perparkiran.
Kemampuan aparat pengelola pérparkiran sangat
penting karena dengan kemampuannya mereka dapat melaksa-—
nakan tugaz-tugas dengan baik, dapat memahami dan menger-—
ti akan tugas—tugas vang diembannya, dengan demikian
berarti mempertanggung jawabkan segals hal yang menjadi
tugasnya. Semsntara itu agar kiranya pelaksanaan tugas
dapat berjalan secara efisien dan efektif menuju pen—
capaian tujuan yang diharapkan tentu dibutuhkan suatu
program yang disusun berdasarkan rencana-rencana  yang
mantap, mulai dari sarana prasarana, sumber daya, hingg=a
kepada pelaksanzannya. Demikian pula dengan peningksatan
pengawasan, hal ini sangat menuniang pelaksanaan rencans
atau program yang telah ditetapkan oleh organisasi  atau
instansi bersangkutan, karena pengawasan bertujuan agar
hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna
{efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai desngan
rencana vyang telah ditentukan sebelumnya. Femantapan
pengawasan juga bertujuan untuk @
1. Menjamin ketetapan peslaksanaan sesual dengan rencana
kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini Dipenda Tk. II
Ujung Fandang sebagai penanggung Jjawab pengelolaan

perparkiran.
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2. Menertipkan pengelolaan pemungutan retribusi  parkir
antra Dipenda Tk. II Ujung Pandang dengan FPT. Purina.

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan pelaksana pange-—
lolaan perparkiran di Ujung Fandang.

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang

atau jasa yang ditawarkan.

9. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepentingan
pengelola perparkiran.

Melihat tujuan pengawasan di atas, bila dihubungkan

dengan struktur arganisasi pengslolaan pemungutan

retribusi parkir, pada Kenyataannya telah dimiliki,
tetapi realisasi hasil, pelaksanaan perparkiran masih
menemul beberapa hambatan. Ini menandakan bahwa Unit-—unit
terkait dalam pelaksanaan pengelolaan pemungutan
retribusi parkir masih perlu ditingkatkan dengan mengada-
kan evaluasi, kemudian hasil evaluasi tersebut dapat
dirumuskan dengan mantap melalui rapat-rapat koordinasi,
-sehingga semua unit-unti terkait terlibat dan bertanggung
jawab dalam pencapaian hasil pelaksanaan rencana/program

vyang ditetapkan bersama—-sama.
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BAR V

FENUTUOP

Dari uraian-uraian setiap bab dan sub bab dalam pem—
bahasan skripsi ini, dapatlah ditarik suatu kesimpulan

dan saran—saran sebagal berikut :

A. KESIMFULAN

J

Berdasarkan uraian—uraian terdahulu, dimana analiss
hasil penslitian mEnunjukkan pengelolaan retribusi parkis
Ripenda Tingkat Il Ujung Pandang dengan PT. Purina di
Ujung Pandang sangat dipesngaruhi oleh kemantapan pengelo-—
laan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan
pengawasan, maka dapatlah dikemuka kan beberapa kesimpul-
an sebagai berikut :

1. Keberadaan pengelolaan perparkiran di  Ujung Pandang
merupakan suatu perluasan pendapatan asli dasrah yang
memiliki prospek masa depan karena dituniang oleh
besarnya populasi pengguna jasa parkir yang memungkin-
kan mempercleh pemungutan retribusi parkir cukup bessar
pula.

2. Jalinan kerja sama antara Femerintah Dasrah dengan
FT.Furina merupakan salah satu usaha pengembangan
pengelolaan perparkiran, walaupun untuk memenuhi

target pemungutan retribusi parkir belum terpenuhi



A

sebagaimana yang ditetspkan oleh pemerintah dagrah

b

kepada PT. Purina sebagail pelaksans operasiona pa-
mungutan retribusi parkir.

Fengelolaan retribusi parkir antara Dipenda Tinmgakt IX
Ujung Fandang dengan FT. Furina telah berjalan desngan
lancar, walaupun masih dibutuhkan pemantapan dalam
pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan koor-—
dinasi serta pengendalian dan pengawasan yang dilaku—
kan oleh Unit-Unit, bagian—bagian sebagsai unsur
terkait dsalam pengeslolaan per—parkiran.

Dalam kegiatan perencanaan telah melibatkan bebesrapa
unsur—unsur terkait, dan untuk menentukan rencana/
program selanjutnya terlebih dahulu menilai dan meng-
g@valuasi hasil-hasil kerja dan laporannya yang dimulai-
dari unit-unit tingkat bawah sampai. pada tingkat atas-—
annya. Dalam kegiatan persncanaan pengelolaan
pamungutan fétribusi parkir diupayakan suatu rencana
yang terpadu, serasi dan merata, dan untuk mencapainya
dibutuhkan suatu pola pereancanaan yang menjadi pedoman
setiap Unit—unit kerja perparkiran.

Felaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi parkir
telah terlaksana sesuai strukturalnya, dimana semua
unit-unit, unsur terkait dilibatkan mulai dari tingkat

bawah sampai pada tingkat atas, semua ini dilakukan
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untuk mencapai keseragaman pelaksanaan rencana/program
kerja perparkiran.

&. Ditinjau dari hasil-hasil yang dicapai yang jauh dari
target memungkinkan perlunya peningkatan kemampuan
pengawasan terutama dalam melakukan penelitian dan
pengembangan pengelolaan perparkiran, membutuhkan
ketelitian dan kecermatan di dalam mesngambil keputusan
dan rencana-rencana selanjutnya, agar apa ysng Siharapg

kan dapat tercapai.
B. SARAN-SARAN

Adapun saran—saran vyang penulis kemukskan adalah
s=bagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pemungutan retribusi parkir di-
pandang perlu meningkatkan dan memantapkan pengelolaan
antara Dipenda Tingkat II Ujung Fandang dengan FT.
FPurina sebagal pelaksana operasional.

2. Agar kemantapan pengelolaan pemungutan retribusi
parkir dapat tercapai, maka diperlukan kemantapan
peningkatan di dalam penstapan perencanaan, pelaksa-
naan- pengelolaan serta peningkatan pengendalian dan
pengawasan dengan tidak mengenyampingkan kemampuan
aparat pengelclanya.

3. Dalam pengelolaan perencanaan sebaiknya memperhatikan

sarana perparkiran yang layak, guna menumbuhkan ke-
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sadaran pengguna iasa parkir untuk bergairah membayar
retribusi parkir, meningkatnvya kesadaran dan simpatik
pengguna Jasa parkir sangatlah besar peranannya di
dalam pencapaian target pemerintah dasrah di dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kotamadya Ujung
Fandang.

Masih adanya tempat—-tempat parkir yang terdapat padsa
lokasi parkir memungkinkan perlunya peninjauan kembali
hasil-hasil penelitian dan pengembangan dan malakukan
perbaikan—perbaikan menuiu tercapainya kelayakan
pengelolaan pemungutan retribusi parkir, kesesuanya
ini tentu dibutuhkan kemampuan saparat pengeleola per-
parkiran yang cukup memadai.

Demikian pula dalam segi pengendalian dan pengawasan-
nya, dibutuhkan aparat yang bstul-betul mampu dalam
bidangnya hal ini sangat penting karena, pengelolaan
perparkiran menggunakan banyak tenaga kerja dengan
wilayah yang luas sehingga dianggap rumit dan kom
pleks, untuk mencapai p=laksanaan yang mantap tentu
dibutuhkan aparat yang betul-bestul berkemampuaa dalam
bidang pengawasan.

Disarankan pula agar kiranya rapat-rapat koordinasi
yang dilaksanakan lebih ditingkatkan dengan menstapkan
Jadwal pertemuan mulai dari tingkat bawah sampai padsa
tingpat atas, hal ini memudahkan pengawasan dan

sebagai kontrol sosial aparat pengelola perparkiran.
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